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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
merupakan bentuk saah satu bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang telah
dilaksanakan selama tahun 2024. Berdasarkan dokumen rencana strategis 2023-
2026 dan rencana kerja tahun 2024 terdapat 2 sasaran yaitu Meningkatnya
Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan sasaran 2 vyaitu
Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman yang layak dan tata
kelola pertanahan dengan 4 indikator yaitu 1. Luasan permukiman kumuh, indikator
ini dicapai melalui program Kawasan permukiman 2. Persentase rumah tangga yang
menghuni rumah layak dan terjangkau, indikator ini dicapai melalui program
pengembangan perumahan, 3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan
aman yang didukung dengan PSU, indikator ini dicapai melalui program Peningkatan
Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Peningkatan Pelayanan
Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman, 4. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan, indikator ini dicapai
melalui Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program Redistribusi
Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dan

Program Penatagunaan Tanabh.

Capaiain realisasi untuk indikator Luasan permukiman kumuh sebesar 100% dengan
realisasi sebesar 130.70 Ha dari target sebesar 160 Ha. Pada tahun 2024 merupakan
awal renstra dengan target luasan permukiman kumuh yang akan ditangani sebesar
372.75 Ha. Pada tahun 2024 Dinas Perkim Provinsi Banten telah melaksanakan
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di Bawah 15 ( Lima Belas) Ha di Desa Curug panjang Kec. Cikulur
Kab. Lebak dan Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak seluas 2,3 Ha. Capaian
kinerja tahun ini lebih kecil dibanding tahun 2022 hal ini diakrenakan adanya

pengurangan anggaran yang dialihkan untuk yang lebih prioritas.

Capaian realisasi Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan
terjangkau sebesar 100,00% dengan realisasi sebesar 77% dari target sebesar 77%..
Pada tahun 2024 Dinas Perkim Provinsi Banten telah melaksanakan pembangunan

rumah bagi korban bencana sebanyak 218 unit dengan realisasi sebanyak 218 unit.



Pembangunan rumah korban bencana terdampak banjir di Kabupaten Pandeglang
yaitu di Kecamatan Cimanggu sebanyak 1 unit, Kecamatan Sukaresmi sebanyak 3
unit; Kecamatam Cikeusik sebanyak 1 unit; Kecamatan Cigeulis sebanyak 8 unit;
Kecamatan Jiput sebanyak 1 unit; Kecamatan Mandalawangi sebanyak 3 unit;
Kecamatan Saketi sebanyak 6 unit; Kecamatan Kadu Hejo sebanyak 8 unit;
Kecamatan Mekar Jaya sebanyak 4 unit; Kecamatan Banjar sebanyak 1 unit;
Kecamatan Cimanuk sebanyak 4 unit; Kecamatan Menes 7 unit; Kota Serang di
Kecamatan Kasemen sebanyak 10 unit; Kecamatan Cipocok Jaya sebanyak 1 unit;
Kecamatan Serang sebanyak 2 unit; Kecamatan Curug sebanyak 1 unit; Kabupaten
Lebak di Kecamatan Warunggunung sebanyak 1 unit; Kecamatan Cikulur sebanyak
1 unit; Kecamatan Cimarga sebanyak 1 unit; Kecamatan Cileles sebanyak 3 unit;
Kecamatan Rangkasbitung sebanyak 14 unit; Kecamatan Muncang sebanyak 53 unit;
Kabupaten Serang di Kecamatan Cinangka sebanyak 2 unit; Kecamatan Pontang
sebanyak 1 unit; Kecamatan Tirtayasa sebanyak 1 unit; Kecamatan Mancak sebanyak
5 unit; Kecamatan Anyer sebanyak 33 unit. selain melaksanakan pembangunan
rumah korban bencana, juga melaksanakan rehabilitasi rumah korban bencana
sebanyak 42 unit di Kabupaten Pandeglang sebanyak 42 unit, Kabupaten Lebak

sebanyak 21 unit da Kota Serang sebanyak 1 unit.

Capaian realisasi Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang
didukung dengan PSU sebesar 99,44% dengan realisasi 99,32% dari target sebesar
99,88%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini yaitu peningkatan
kualitas prasarana sarana dan utilitas umum permukiman dengan realisasi sebanya
1872 Lokasi dari target sebanyak 1863 Lokasi, terdapat 9 lokasi yang tidak dapat
dilaksanakan, hal ini dikarenakan adanya kesalahan lokasi. Dari realisasi sebanyak
1863 Lokasi tersebar di Kabupaten/kota diantaranya Kota Serang sebanyak 131
Lokasi, Kabupaten Serang sebnayak 319 Lokasi, Kabupaten Pandeglang sebanyak
307 Lokasi, Kabupaten Lebak sebanyak 210 Lokasi, Kabupaten Tangerang sebanyak
415 Lokasi, Kota Tangerang Selatan sebanyak 128 Lokasi dan Kota Cilegon
sebanyak 6 Lokasi.

Capaian Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan sebesar 100% dengan
realisasi 5 Dokumen dari target 5 dokumen. Indikator terkait sub bidang pertanahan
yang sudah dilaksanakan adalah penetapan lokasi sedangkan untuk Program

Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah



Absentee Dan Program Penatagunaan Tanah hanya melaksanakan rapat internal,
secara kinerja belum dapat dilaksanakan oleh Provinsi, hal ini karena masih menjadi
kewenangan Pusat (Kanwil Kementrian ATR/BPN Provinsi Banten atau Kabupaten
Kota). Sedangkan penetapan lokasi telah dilaksanakan yaitu Pengadaan tanah untuk
Pembangunan Sstem Saluran Pembawa Air Baku Karian - Serpong (KSCS),
Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Cikande Beserta
Outlet Transmisi Terkait, Pengadaan tanah ruas Jalan Tol Serang — Panimbang,
Pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga — Rajeg dan Pembangunan Bendungan
Karian.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan
Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan,
capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pr ovinsi Banten Tahun 2023-

2026 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2023-2026.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan
dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten di masa yang akan

datang, Amin.

shinat Rogiafito, ST., MT.
):f; Muda (IV/c)
07202002121004
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1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya,
diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman,
penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegatan yang kemudian dituangkan
dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP).

LKIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LKIP akan diuraikan mengenai
history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
berkewajiban menyusun LKIP tahun 2024 selambat-lambatnya dua bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor
88 tahun 2021, LKIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaraan srategis sebagai mana
telah dietapkan dalam perjanjian kerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan
mengenai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
capaian kinerja tahun untuk, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan
target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan

dan kegagalan programnya.

1.2. Maksud & Tujuan

Maksud dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah perwujudan dari
pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten yang
dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Banten. Tujuan dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun

Anggaran 2024 adalah:



1. Memberikan gambaran perihal kinerja Pemerintah Provinsi Banten Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024.

2. Memberikan PertanggungJawaban/Akuntabilitas terhadap penyelenggaraan
program pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Banten ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3881);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Nomor

4252);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran
Komunitas (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4567);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

1.4.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil
Negara;

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 — 2025;

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Banten;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2023;

Peraturan Gubernur banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi, Tipe, Sunan Organisasi dan tata Kerja;

Peraturan Gubernur banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata

Kerja Dinas Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi

Banten diatur sebagai berikut: (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah; dan (2)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala



dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

Selanjutnya diatur bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di
bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di
bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

provinsi.

Kemudian, adapun Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman terdiri atas :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
= Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana
2. Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda.

3. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan :

1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta

Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;

4. Kepala Bidang Permukiman, membawahkan:

1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta

Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana;

5. Kepala Bidang Pertanahan, membawahkan:

1. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda Muda serta

Jabatan Fungsional Umum Terampil, dan Pelaksana,
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Ahli Utama dan Jenjang Ahli Madya.
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Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan
Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan
Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai
berikut:

Pengembangan Perumahan;

a.

b. Kawasan Permukiman;

c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
d

Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. Pengelolaan Izin Lokasi;

f. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

g. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

h. Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk

Pembangunan;

i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absente;

j- Penetapan Tanah Ulayat;

k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/terlantar;

I.  Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/terlantar;

m. Penatagunaan Tanah;

n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;

0. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;

p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
Pertanahan;

g. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;

r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;

s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan



t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.

Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang uraian tugas
jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas
dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah

sebagai berikut:
1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai
tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam
menyelenggarakan  perumusan, penetapan, pengoordinasian dan
pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta

bidang pertanahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai

rincian tugas sebagai berikut :

1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman,;

2) Menetapkan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman;

3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program kerja yang

telah ditetapkan;

4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sesuai dengan
tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan

yang berlaku;



5) Merumuskan penyelenggaraan:

a. Pengembangan Perumahan;

b. Kawasan Permukiman;

c. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);

d. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan

Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

o

Pengelolaan lzin Lokasi;

—h

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

= «

Fasilitasi penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk

Pembangunan;

i. Fasilitasi Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absente;

j. Penetapan Tanah Ulayat;

k. Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;

|.  Koordinasi Pengelolaan Tanah Kosong/ terlantar;

m. Penatagunaan Tanabh;

n. Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pemerintah;

0. Survei, Pengukuran dan Pemetaan;

p. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan

Kelembagaan Pertanahan;
g. Koordinasi Pengaturan Pertanahan diwilayah Pesisir, Laut dan Pulau;
r. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
s. Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-Undangan.

6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin
pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan



8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas -117 - Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam perumusan, penetapan,

pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana
Strategis Dinas;

2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan
kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;

3) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan
kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;

5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi,
pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di
lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;

6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah;

7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah;

9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah,;

11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah;

12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah;

13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah;



14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;

15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif
kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;

16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Sekretariat;

17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan

18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat
menyurat, penyelengaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset,
kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;
3) Membagi tugas kepada bawahan;

4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian,;

5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian,;
6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat

Daerah;



9)

Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada dinas;

10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada dinas;

11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada dinas;

12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;

13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

15) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di

16)

lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bidang Perumahan

a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan

perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Kepala Bidang Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana

Strategis dinas;

Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan

dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;

Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:

a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi;

b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah

Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;



c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi;
d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi;dan
e. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang
Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tingkat
Kemampuan Menengah.
6) Menyelenggarakan koordinasi dan  sinkronisasi  perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada
bidang; dan
9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Bidang Permukiman
a. Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan
perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Bidang Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana
Strategis dinas;
2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan
dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha

sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;



b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
c. Urusan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Permukiman
6) Menyelenggarakan koordinasi dan  sinkronisasi perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
8) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas
9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Bidang Pertanahan
a. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan dan

perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana
Strategis dinas;

2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan
dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;

5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
a. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
b. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di

Wilayah Provinsi;
c. Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi;
d. Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis
Nasional (PPSN);



. Penyelesaian = Sengketa  Tanah  Garapan dalam  Daerah
Kabupaten/Kota;

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian
Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota;

. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota;

Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah
Kabupaten/Kota;

Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;

Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca
Reklamasi;

. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;

. Rekomendasi Teknis Membuka Tanah;

. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota;

. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca
Reklamasi;

. Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset
Pemerintah;

Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik
Masyarakat Miskin;

Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi
Pemerintah, Svvasta, dan Masyarakat;

Hasil koordinasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi
Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong;

. Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten;

Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan;



w. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di
Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah
Perbatasan dan Pulau Terpencil;

x. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH);
dan

y. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

6) Menyelenggarakan  koordinasi dan  sinkronisasi  perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;

7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;

8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada
bidang; dan

9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten berdasarkan data tahun 2024 sebanyak 58 orang.
Menurut Golongan Jabatan lebih didominasi golongan Il sebanyak 47 orang (81,03%)
hal ini sejalan dengan umur pegawai. Menurut Pendidikan lebih didominasi tingkat
pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 28 orang (48,27%) dan dibarengi dengan tingkat
pendidikan magister (S2) sebanyak 23 orang (39,65%) artinya memiliki potensi yang
cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi. Menurut Peta
Jabatan, jabatan struktural sebanyak 6 Jabatan dan telah terisi, jabatan sub
koordinator dari tiap- tiap bidang sebanyak 9 Jabatan dan sudah terisi sebanyak 9
Orang. Pejabat fungsional arsiparis sebanyak 1 orang, sehingga ke depan diharapkan
jabatan fungsional lebih dioptimalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam
melaksanakan tupoksi. Menurut Jenis Kelamin lebih didominasi jenis kelamin laki-laki
sebanyak 45 orang (77,58%). Potensi SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 1 sampai dengan tabel 1.1



Tabel 1.1 Daftar Pegawai PNS Berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN
"|S3|S2|S1| D4 | D3 |SLTA |SLTP| SD

1 25| 25 57 Orang

' 25|125| 0 0 0 |57 Orang

Tabel 1.2 REKAPITULASI JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN

NAMA DAERAH : PROVINSI BANTEN | | |
No. Urusan JUMLAH PEGAWAI
Gol 1 Golll | Gollll | Gol IV Jumlah
) — (é)_ 3 4) ®) (6) | (N=(3)+(4)+(5)+(6)
epala Dinas
1 (Espelon 1)) 1 1
2 | Eselon Il 1 3 4
3 | Eselon IV 1 1
4 T/ 7 3 10
Penyetaraan
5 | Staf / Pelaksana 1 37 3 41
JUMLAH *) 0 1 46 10 57

Sarana dan Prasarana

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menempati
Gedung Perkantoran seluas 2.255,88 M2 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B). Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki untuk mendukung
pelaksanaan tupoksi pelayanan berupa peralatan dan asset keseluruhan tercatat
sejumlah Rp. 133.204.173.513.4. Alat angkutan darat roda 4 sebanyak 22 unit dalam
kondisi baik. Alat angkutan darat roda 2 sebanyak 24 unit, semua dalam kondisi baik.
Alat kantor dan rumah tangga sebanyak 4.717 unit dalam kondisi baik. Data sarana
dan prasarana yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten.
1.5. Isu-isu Strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena



dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang

pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima)

tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Banten periode 2023-2026 sebagai berikut:

a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Provinsi

Banten.

*

Masih terdapatnya backlog (kepemilikan) yang tinggi di wilayah Provinsi
Banten

Belum terjangkaunya sistem pembiayaan formal oleh masyarakat yang
memiliki preferensi hunian layak huni sesuai dengan ekosistem pembiayaan
yang ada

Bank — Bank Himbara yang melaksanakan program rumah subsidi melalui
FLPP (sekarang BP Tapera) belum terkoneksi dengan preferensi bagi
masyarakat terutama informal (masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak
tetap namun layak secara finansial mis: pemilik usaha UMKM,
enterpreneurship, dll)

Kompleksnya rantai pasok penyediaan rumah umum (subsidi dan komersil)
belum mampu untuk mengefisienkan harga perolehan rumah dan juga
efektivitas layanan Seperti pembebasan lahan, bahan baku perumahan,

teknologi, pajak, perijinan, manajemen, serah terima PSU, dsb

b. Belum optimalnya fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara

yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi.

*

Masih rendahnya pemahaman masyarakat bertempat tinggal di daerah rawan
bencana dan pemahaman masyarakat terhadap rumah tahan bencana
Terbatasnya ketersediaan lahan pada zona aman bencana

Banyaknya hunian yang berada pada kawasan rawan bencana seperti banjir,
gempa bumi, tsunami, puting beliung, abrasi/gelombang pantai, longsor dan
sebagainya

Penyediaan atau stok lahan perumahan yang aman dari bencana



c. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertangani kewenangan provinsi.

*
+

Masih terdapatnya kawasan kumuh di wilayah Provinsi Banten

Kurang optimalnya penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman di Provinsi Banten juga menjadi salah satu masalah yang
harus dihadapi

Masih ada rumah tangga yang memiliki hunian dengan luasan kurang dari
7 m2 per kapita

Terdapat rumah dengan dinding yang belum memenuhi standar seperti
menggunakan anyaman bambu, batang kayu, bambu dan lainnya

Masih adanya rumah tangga yang membuang tinja (limbah padat) ke
sungai, danau, kolam, sawah, lubang tanah, pantai, kebun, dan lainnya
Masih mimiliki permasalahan kawasan kumuh pada aspek bangunan,
jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air minum, status tanah,
ketersediaan fasilitas damkar yang belum memenuhi standar perumahan

yang aman dan layak huni

d. Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan persampahan,

jalan lingkungan, drainase lingkungan dan sanitasi di kawasan permukiman.

*

*

belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di
permukiman

belum optimalnya serah terima PSU ke Pemerintah Kabupaten/Kota agar
bisa ditangani/ditingkatkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun
Kabupaten/Kota

masih kurangnya kualitas penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum di permukiman

belum optimalnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum
yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta

prasaranam sarana, dan utilitas umum

e. Belum ada penetapan lokasi kawasan permukiman yang menjadi kewenangan

provinsi.

f. Belum optimalnya penataan akses reforma agraria

g. Masih minimnya penyelesaian kasus tanah negara.

+ Masalah sengketa tanah garapan

+ Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh

Pemerintah Daerah



+ Masalah ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
%+ Masalah tanah kosong.

1.6. Proses Bisnis

KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN CASCADING

CASCADING KINERJA PROSES BISNIS

Gambar 1.2 Keterkaitan Proses Bisnis dengan Cascading

KETERKAITAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

1

2 mmmvmmmwx | Program Pengembangan Perumahan |
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Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahay, Dan Kawasan
i Permuliman,
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mmlmbanbsmadm teekeoa telokast program
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Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan
| Persentass Satwan, Betumahan yang dilenghapl PSU )\‘ Utilitas Umum (PSU)
T s
tanal untuk i umum yang selesal

‘tepat wakty | Program Tanah galk i Umum |

Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah
mmmmmmwamm A Kelebiban Maksimum dan Tanah Absentee
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Program Pepatagunaan Tanah |

tansh yang Tntss.dasrah

| bsbupsten/bots

Gambar 1.3 Keterkaitan Proses Bisnis dengan Struktur Organisasi



PETA PROSES BISNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROSES UTAMA

BNT 02.1.04.02 BNT 02.1.04.03 _ BNT02.1.04.05 e
Pengembangan Perumahan Kawasan
s Dan Utilitas Umum (PSU)
BNT 02.1.04.06 BNT 02.2.10.03 P ——
Peningkatan Pelayanan Pengadaan Tanah Untuk o BUr0z2:10.! I
s s began Eepentiogent Vo T erugion Tanah Kelabinan
ifikasi, Dan Registrasi
; S Maksimum Dan Tanah Absentee
E;(’:::i::l, "h“‘!. 2’;“ BNT 02.2.10.10
atagunaan Tanah
UL PROSES MANAJEMEN OUTPUT
Eemerintat: Pemerintah
Masyarakat BNT 03.5.01.03 BNT 03.4.01.06
: ’ BNT 03.5.02.02 < Masyarakat
. Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Perekonomian Dan
Pengelolaan K Daerah .
Media Perencanaan Pembangunan Daerah g PR R Pembangunan > Media
Alademial Akademisi
Dunia Usaha N

PROSES LAINNYA

BNT 03.4.01.0S Fasilitasi Dan BNT 02.5.01.02 Perencanaan BNT 03.2.16.02
Koordinasi Hukum Pengendalian, Dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan
Pembangunan Daerah Publik

BNT 03.4.01.07 BNT 04.1.05.03
i Dan

Pengadaan Barang Dan Jasa

Bencana

Gambar 1.4 Proses bisnis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PETA SUB PROSES BISNIS DINAS RAKYAT DAN

PETA SUB PROSES BISNIS DINAS RAKYAT DAN

BNT 02.1.04.02 Pengembangan Perumahan

BNT 02.1.04.02.1.01 pondataan ]| BT 02:1:04.02.1.02 Sosialisasi
Poayadiaan dan Rehabilitasi den Permepen Senyadiven deii
Rumeh Korban Bencan
Relokasi Progrem Provinsi

BNT 02.1.04.02.1.03
Fembangunan dan Rehabilitasi
Rumsh Korben atsu

‘Relokasi Program Provinsi

Gambar 1.5 Peta Sub Proses Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PETA RELASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROSES UTAMA

BNT 02.1.04.02 BNT 02.1.04.03 Kawasan BNT 02.1.04.05
Pengembangan Perumahan Permukiman i Pr:

asarans,
Utilitas Umum (PSU)

BAPPEDA | BIRG HUKUM EAPPEDA | BIRO HUKUM
KAB/KOTA | MASYARAKAT KAB/KOTA | MASYARAKAT
INSTANSI LAINNYA TNSTANSI LAINNYA INSTANSI LAINNYA

BAPPEDA | BIRO HUKUM BAPPEDA | BIRO HUKUM BAPPEDA | BIRO HUKUM
KAB/KOTA | MASYARAKAT KAB/KOTA | MASYARAKAT KAB/KOTA | MASYARARAT
INSTANSI LAINNYA INSTANSI LAINNYA INSTANSI LAINNYA

ENT 02.2.10.10 Penatagunaan Tanah

KAB/KOTA MASYARAKAT

|
INSTANSI LAINNYA |

FROSES MANAJEMEN

BAPPEDA | BPKAD | BIRO ADPIMPRO |

FROSES LAINNYA

EAPPEDA I BIRO HUKUM I BIRO PBJ LPSE
DKISP | BPED |

Gambar 1.6 Peta Relasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



1.7 Cascading

GUBERNUR

CASCADING KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa

judkan Penyels

aan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Elkonomi

Sasaran Perangkat Daerah :

1. Meningkatnya perumahan dan kawasan permulkiman yang layal

2 Tata Kelola Pertanahan Tertib

Indikator Kinerja :
1. Cakupan lingkungan permuliman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
3. Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau
3. Luasan Permukiman Kumuh
4.  Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan
Program Frogram Program
Perumshan ENT. 02.1.04.03 Program Kawasan BNT.02.1.04.05 Program Penigkatan

BNT 02.1.04 02 Prosyam Pe
Sasaran

Permulkiman

Prosram
Terpenuhinya penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi masyarakat bagi
korban bencana dan terkena relokasi program

Persentace persadiaan dan rehahilitasi ramah

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Sasaran Program

(paU)

Terpenuhinya Penataan dan Pe

tan

Kualitas Permukiman Kumuh dengan
Luazan 10 Ha s.d dibawah 15 Ha

Sasaran Program

Terpenuhinya satuan perumahan yang
dilengkapi PSU

BNT.02.1.04.06 Program Peningaktan
Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi
dan Registrasi Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman

layak huni bagi bencans den 1 .
terkans relokas: program Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani
Kegiatan
KEFPALA T Fend = F— 3 Persentase Satuan Perumahan yang
BIDANG Korban Bencana stau Relokasi Program 1. Penataan Kawasan Permukiman dilengkapi PSU
(ILb) Provinsi Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha
2. Sosialisasi dan Persispan Penyediaan dan sampai dengan di Bawah 15 (Lima fatan
Rehabilitasi Rumsah Korban Bencana atau Belas) Ha Urusan Peayelenggaraan PSU
Relokasi Program Provinsi 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permuliman
3. Pembangunan dan Rehsbilitasi Fumah Permid Kumuh densan Luas 10
Korban Bencana stau Relokasi Program man 1 cengan Lt
ooan |Seputuh) Ha sampai dengan di
4. Pendistribusisn dan Serah Terims Rumeh Bawah 15 (Lima Belas] Ha
bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
Provinsi
Program Program Program

BNT.02.2.10.03 Program Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan Umum

Sasaran Program

Sasaran Program

BNT.02.2.10.06 Program Redistribusi
Tanah dan Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum dan Tanah

Absentee

Meningkatnya profesionalisme tenaga teknis
dan badan hukum bidang perumahan dan
kawasan permukiman yang memilili

kempeten:

Persentase Sertifikkasi dan Registrasi bagi
Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah

yang terlayani
=

Sertifiltasi dan Registrasi bagi Orang
atau Badan Hukum yang Melaksanakan
Perancangan dan Perencanaan Rumah
serta Perencanaan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum PSU Tingkat
Kemampuan Menengah

Meningkatnya pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang selesai tepat
waktu

Presentase pengadaan tanah untuk
kepentingan wmum yag selesai tepat
walktu

Sasaran Program

Meningkatnya Redistribusi Tanah Dan
Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
Maksimum Dan Tanah Absentee vang

terlavani

Persentase hasil redistribusi tanah
dan ganti rugi tanah

Kegiatan

Kegiatan

Penetapan Lokasi Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum
Di Wilayah Provinsi

Penetapan Subyelk Dan Obyek
Redistribusi Tanah Lintas Daerah
Kabupaten /Kota Dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

Program

ENT.02.2.10.10 Program Penatagunaan

Tanah

Sasaran Program

Meningkatnya Penatagunaan Tanah yang

terlayani

Persentase hasil penggunanaan tanah

Kegiatan

Perencanaan Pengpunaan Tanah Yang
Hamparannya Lintas Daerah

Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah

Provinsi

Gambar 1.7 Cascading Dinas Perkim
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1.8.

Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP Internal Tahun Sebelumnya

TABEL 1.1 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI LKIP OPD PROVINSI BANTEN

TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRES TL
EVIDENCE YANG
No TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT Belum I!;')a|am Selesai DISAMPAIKAN
roses
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Dalam dokumen cascading | Melakukan koordinasi dan |1) Telah berkoordinasi dengan v Pohon Kinerja dan
terdapat jabatan Sekretaris | konsultasi dengan Bappeda Bappeda pada tanggal 28 Cascading hasil
Daerah yang dijadikan sebagai | Provinsi Banten terkait Maret 2024, dan telah disusun pedampingan dengan
pengampu kinerja pada level | penyusunan cascading pohon kinerja dengan Bappeda Provinsi Banten
strategis daerah atau ultimate pendampingan dari Bappeda,
outcome, yang seharusnya kinerja dan selanjutnya perbaikan
tersebut diampu langsung oleh cascading
Gubernur yang kemudian 2) Hasil korodinasi bahwa
diturunkan pada kinerja urusan cascading direvisi dengan
bidang perumahan rakyat atau menghilangkan jabatan
intermediate  outcome  yang Sekretaris  Daerah  yang
diampu oleh Kepala Perangkat dijadikan sebagai pengampu
Daerah kinerja pada level stratgis
daerah
2. | Dokumen perencanaan kinerja | Dokumen perencanaan kinerja | Dokumen perencanaan kinerja v SC Website Dinas Perkim
dipublikasikan  pada  website | dipublikasikan pada website | telah dipublikasikan pada website
Perumahan Rakyat dan Kawasan | Perumahan Rakyat dan | Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten | Kawasan Permukiman Provinsi | Permukiman  Provinsi  Banten
belum tepat waktu Banten belum tepat waktu akan di up load tepat waktu
3. | Dokumen perencanaan telah | Seluruh pegawai memahami a) Menyampaikan Dokumen v a) Monev bulanan dan
dimanfaatkan untuk mewujudkan | dan peduli serta berkomitmen perencanaan telah triwulanan internal
hasil yang berkesinambungan, | dalam mencapai kinerja yang dimanfaatkan untuk b) Laporan kinerja
anggaran dan aktivitas yang | telah direncanakan mewujudkan hasil yang triwulanan sub
dilaksanakan telah mendukung berkesinambungan, anggaran kegiatan, kegiatan,
kinerja yang ingin dicapai, dan aktivitas yang program dan sasaran
rencana aksi dipantau secara dilaksanakan telah
triwulanan, setiap bidang dan




PROGRES TL
EVIDENCE YANG
No TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT Belum F|’)a|am Selesai DISAMPAIKAN
roses
1 2 3 4 5 6 7 8
pegawai memahami dan peduli, mendukung kinerja yang ingin
serta berkomitmen dalam dicapai
mencapai kinerja yang telah b) Memantau tindak  lanjut
direncanakan. Namun belum rencana aksi secara
seluruhnya pegawai memahami triwulanan, setiap bidang dan
dan peduli serta berkomitmen pegawai memahami dan
dalam mencapai kinerja yang peduli, serta berkomitmen
telah direncanakan dalam mencapai kinerja yang
telah direncanakan
4. Pengukuran kinerja telah | Melakukan koordinasi dengan |1) Telah dilakukan koordinasi 1) Rekomendasi TPP
dijadikan dasar dalam pemberian | Badan Kepegawaian Daerah dengan BKD setiap bulannya v dan TPP pegawai
reward dan punishment, | Provinsi Banten terkait dengan terkait dengan pengukuran tahun 2023
mempengaruhi penyesuaian | pengukuran Kinerja dijadikan kinerja dijadikan dalam 2) Surat dari Kepala
strategi,  kebijakan, aktifitas, | dalam menjadi dasar dalam menjadi dasar dalam Dinas Perkim perihal
penyesuaian anggaran dalam | penyesuaian (pemberian/ penyesuaian perubahan
mencapai kinerja, namun terdapat | pengurangan) tunjangan (Pemberian/pengurangan) nomenklatur  bidang
beberapa yang belum terpenuhi | kinerja dan tunjangan kinerja. pertanahan,  nomor
yaitu: penempatan/penghapusan Adapun hasil koordinasi yang 800/1279/perkim.1/22
1) Pengukuran Kinerja belum | jabatan baik struktural maupun telah dilaksanakan setiap 023, tanggal 6
menjadi dasar dalam | fungsional bulannya selama tahun 2023 Desember 2023
penyesuaian adalah:
(pemberian/pengurangan) + Terdapat 2% dari 58
tunjangan pegawai  hasil review
kinerja/penghasilan, Berita pimpinan dengan nilai 70-
Acara pengendalian SAKIP 90 diberikan TPP sebesar
berupa hasil Pengukuran 80%
Kinerja hanya dipakai dalam + Pegawai Dinas Perkim
rangka pemenuhan syarat yang mengisi aktivitasnya
admnistrasi TPP keluar di aplikasi SIKAP kurang
2) Pengukuran Kinerja belum dari 6000 menit/bulan
menjadi dasar dalam sebanyak 7% dari 58
penempatan/penghapusan pegawai, setiap pegawai
jabatan baik struktural dipotong 3% dari nilai TPP
maupun fungsional.




PROGRES TL

EVIDENCE YANG
N TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
° u o S Ju Belum | D2lAM | s¢jeqai DISAMPAIKAN
roses
1 2 3 4 5 6 7 8

+ Pegawai Dinas Perkim
yang tidak melakukan
presensi 1  hari tidak
masuk/terkena akumulasi
setiap bulan melebihi 7 jam
sebanyak 14% dari 58
pegawai, setiap pegawai
tersebut TPP-nya dipotong
3%

Hasil pengukuran kinerja telah

mempengaruhi jabatan Kepala

Bidang Pertanahan disatukan

dengan Bidang lain mengingat

kinerjanya tidak terlalu berat.

Dengan hasil analisis sebagai

berikut:

+ Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
hingga tahun 2023 sesuai
Renstra tahun 2023-2026
melaksanakan 3 (Tiga)
Program urusan bidang
pertanahan, yaitu program
Pengelolaan ljin Lokasi,

Program Pengadaan
Tanah untuk Kepentingan
Umum, Program

Redistribusi Tanah dan
Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum dan
Tanah Absentee yang
diampu oleh Dinas Pekrim
dari 13 program sesuai
Peraturan Gubernur Nomor




PROGRES TL

EVIDENCE YANG

No TEMUAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT Belum F|’)a|am Selesai DISAMPAIKAN

roses

1 2 3 4 5 6 7 8

48 Tahun 2022 tentang

SOTK

+ Usulan perubahan

nomenklatur bidang telah

disampaikan ke Pj.

Sekretaris Daerah Provinsi

Banten dengan nomor

800/1279/Perkim.1/2023

tanggal 6 Desember 2023
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Meningkatkan pemanfaatan Menyiapkan/membangun sistem v Aplikasi disiapkan oleh
Internal telah dilaksanakan sesuai | informasi laporan kinerja oleh informasi perencanaan dan Bappeda Provinsi Banten
standar, pendalaman yang | seluruh pegawai sehingga pengumpulan data sebagai alat melalui aplikasi SIMRAL
memadai dan dilaksanakan pada | dapat mempengaruhi ukur pencapaian kinerja terhadap
seluruh bidang, namun belum | perubahan budaya kerja lebih | perjanjian  kinerja  perangkat
menggunakan teknologi informasi | baik daerah
(aplikasi)

5. Rekomendasi atas hasil evaluasi | Menyelesaikan tindak lanjut Telah menyelesaikan tindak lanjut v Matrik Tindak lanjut hasil
triwulanan tahun 2023 telah | seluruh rekomendasi Hasil seluruh rekomendasi Hasil evaluasi LKIP  Dinas
dutundaklanijuti, namun | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perkim tahun 2022
rekomendasi Evaluasi | Instansi Pemerintah (AKIP) Instansi Pemerintah (AKIP) tahun
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | tahun 2022 2022
(AKIP)  tahun 2022 belum
sepenuhnya ditindaklanjuti

6. Melakukan koordinasi dan Berkoordinasi dan  konsultasi v Aplikasi dalam

konsultasi dengan Tim
Implementasi SAKIP
Pemerintah Provinsi tentang
penggunaan aplikasi dalam
pelaksanaan pengukuran dan
evaluasi akuntabilitas kinerja
internal

dengan Tim Implementasi SAKIP

Pemerintah  Provinsi  tentang
aplikasi  dalam  pelaksanaan
pengukuran dan evaluasi

akuntabilitas kinerja internal

pelaksanaan pengukuran
dan evaluasi akuntabilitas
kinerja internal dibangun

dan dikelola oleh
BAPPEDA Provinsi
Banten. Pengukuran
kinerjanya diverifikasi

oleh Tim Verifikasi dari
mitra BAPPEDA




1.9. Sistematika Laporan

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, mengacu pada Permen PAN dan
RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Ini berisikan empat bab
Utama yang terdiri dari : (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kineja; (3) Akuntabilitas

Kinerja; dan (4) Penutup.
Bab | Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang

dihadapi organisasi.

Bab Il Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
Bab Il Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja; tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja samai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja;

2) Surat pernyataan telah direviu;

3) Berita Acara LHE;

4) Lain-lain yang dianggap perlu



Bab Il

Perencanaan Kinerja

2.1 Perubahan Rencana Strategis 2023 2026

Sebuah Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah (mid-
term planning), yang terdiri atas visi, misi, analisis lingkungan internal dan eksternal,
tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Visi merupakan rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus
menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh OPD pada tahun ke-
5 (lima) mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan

penting dalam menentukan tujuan OPD dimasa yang akan datang.

Dalam periode 2023-2026, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah

. “BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”

sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu
mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan

mewujudkan seluruh masyarakat Banten lebih sejahtera.

Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya
ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 sebagai bentuk
konkret upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Adapu Misi Pembangunan
ProvinsinBanten tahun 2005-2025 yaitu:

1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat
dan Cerdas;

2) Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan
Berkeadilan;

3) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang
Lestari;

4) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan

Berwibawa.



Tabel 2.1

Rencana Strategis Tahun 2023-2026

Tujuan, Sasaran/Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

TARGET KINERJA PADA TAHUN

NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 | Terwujudnya |1.1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja | Capaian SAKIP (Sistem| 72 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80
pemerataan penyelenggaraan pemerintahan Akuntabilitas Kinerja Instansi
pembangunan Pemerintah) OPD (Satuan: Nilai)
dan kualitas 1.1.1 Program Penunjang Urusan | Persentase  Ketercapaian dari| 100 100 100 100 100
pertumbhan : o :
. Pemerintahan Daerah Provinsi Seluruh Kegiatan pada Program
ekonomi . .
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi
1.1.1.1 |Kegiatan Perencanaan, | Persentase Perencanaan,| 100 100 100 100 100
Penganggaran, Dan Evaluasi|Penganggaran, Dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1.2 |Kegiatan Administrasi Keuangan | Persentase Administrasi Keuangan| 100 100 100 100 100
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.1.1.3 | Kegiatan Administrasi Barang Milik | Persentase Administrasi Barang| 100 100 100 100 100
Daerah Pada Perangkat Daerah Milik Daerah Pada Perangkat
Daerah
1.1.1.4 |Kegiatan Administrasi | Persentase Administrasi| 100 100 100 100 100
Kepegawaian Perangkat Daerah | Kepegawaian Perangkat Daerah




TARGET KINERJA PADA TAHUN

NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.1.1.5 |Kegiatan = Administrasi Umum |Persentase Administrasi Umum| 100 100 100 100 100
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.1.1.6 |Kegiatan Pengadaan Barang Milik | Persentase Pengadaan Barang| 100 100 100 100 100
Daerah Penunjang Urusan |Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
1.1.1.7 |Kegiatan Penyediaan Jasa |Persentase @ Penyediaan  Jasa| 100 100 100 100 100
Penunjang Urusan Pemerintahan |Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Daerah
1.1.1.8 |Kegiatan Pemeliharaan Barang |Persentase Pemeliharaan Barang| 100 100 100 100 100
Milik Daerah Penunjang Urusan |Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
1.2 Meningkatnya Kualitas rumah, | Luasan permukiman kumuh | 264.00 | 219,00 | 160,00 | 67,43 0
penataan kawasan permukiman |(Satuan: Hektar)
yang layak dan tata Kelola
pertanahan
1.2.1 Program Kawasan Permukiman Luasan Kawasan Kumuh yang|264.00|219,00|160,00| 64,89 0
ditangani (Satuan: Hektar)
1.2.1.1 |Kegiatan Penataan Kawasan | Persentase Ketercapaian Penataan| 100 100 100 100 100

Permukiman Kumuh dengan Luas
10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di Bawah 15 (Lima
Belas) Ha (Satuan: Dokumen)




TARGET KINERJA PADA TAHUN

NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.2.1.2 |Kegiatan Peningkatan Kualitas |Persentase Iluasan permukiman| 100 100 100 100 100
Kawasan Permukiman Kumuh|kumuh yang ditangani (Satuan:
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha |Hektar)
sampai dengan di Bawah 15 (Lima
Belas) Ha
1.3 Presentase rumah tangga yang 60,79 | 60.83 77 77 88.66
menghuni rumah layak dan
terjangkau (Satuan : Persentase)
1.3.1 Program Pengembangan Presentase Penyediaan Rumah 43.50 | 62.34 | 81.75 | 100
Perumahan korban bencana skala Provinsi
(Satuan : Persentase)
Presentase relokasi rumah 25 50 75 100
terdampak program Provinsi
(Satuan : Persentase)
Persentase Rumah LayakHuni 85.18
(Satuan : Persentase)
1.3.1.1 |Kegiatan Pendataan Penyediaan |Persentase Pendataan Penyediaan | 100 100 100 100 100

dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program
Provinsi

dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program
Provinsi (Satuan : Persentase)




TARGET KINERJA PADA TAHUN

NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.3.1.2 |Kegiatan Sosialisasi dan Persentase Ketercapaian 100 100 100 100 100
Persiapan Penyediaan dan Sosialisasi dan Persiapan
Rehabilitasi Rumah Korban Penyediaan dan Rehabilitasi
Bencana atau Relokasi Program Rumah Korban Bencana atau
Provinsi Relokasi Program Provinsi (Satuan
: Persentase)
1.3.1.3 |Kegiatan Pembangunan dan Persentase Pembangunan dan 100 100 100 100 100
Rehabilitasi Rumah Korban Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Bencana atau Relokasi Program
Provinsi Provinsi (Satuan : Persentase)
1.3.1.2 | Kegiatan Pendistribusian dan Persentase Ketercapaian 100 100 100 100 100
Serah Terima Rumah bagi Korban |Pendistribusian dan Serah Terima
Bencana atau Relokasi Program | Rumah bagi Korban Bencana atau
Provinsi Relokasi Program Provinsi (Satuan
: Persentase)
1.4 Cakupan lingkungan permukiman 88,97 | 91,73 | 99.44 | 99.44 | 100
yang sehat dan aman yang
didukung dengan PSU (Satuan :
Persentase)
1.4.1 Program Peningkatan Prasarana, |Persentase penyediaan prasarana | 88.97 | 91.73 | 99.44 | 99.44 | 100

Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

sarana dan utilitas umum (PSU)
permukiman (Satuan : Persentase)




TARGET KINERJA PADA TAHUN

NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.4.1.1 |Kegiatan Urusan Persentase Urusan 100 100 100 100 100
Penyelenggaraan PSU Penyelenggaraan PSU
Permukiman Permukiman (Satuan : Persentase)
1.4.2 Program Peningkatan Pelayanan |Persentase Sertifikasi dan 100 100 100 100 100
Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, | Registrasi bagi Pengembang
Dan Registrasi Bidang Perumahan | Tingkat Kemampuan Menengah
Dan Kawasan Permukiman (Satuan : Persentase)
1.4.2.1 |Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi | Persentase Sertifikasi dan 100 100 100 100 100
bagi Orang atau Badan Hukum Registrasi bagi Pengembang
yang Melaksanakan Perancangan | Tingkat Kemampuan Menengah
dan Perencanaan Rumah serta (Satuan : Persentase)
Perencanaan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum PSU Tingkat
Kemampuan Menengah
1.5 Persentase pemenuhan sub urusan| 100 100 100 100 100
pertanahan
1.5.1 Program Pengadaan Tanah Untuk | Presentase pengadaan tanah untuk | 100 100 100 100 100

Kepentingan Umum

kepentingan umum yag selesai
tepat waktu (Satuan : Persentase)




TARGET KINERJA PADA TAHUN

NO TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.5.1.1 |Kegiatan Penetapan Lokasi Persentase Ketercapaian kegiatan 100 100 100 100 100
Pengadaan Tanah untuk Penetapan Lokasi Pengadaan
Kepentingan Umum di Wilayah Tanah untuk Kepentingan Umum di
Provinsi Wilayah Provinsi (Satuan :
Persentase)
1.5.2 Program Redistribusi Tanah Dan | Presentase redistribusi tanah dan 100 100 100 100 100
Ganti Kerugian Tanah Kelebihan | ganti kerugian tanah kelebihan
Maksimum Dan Tanah Absentee | maksimum dan tanah absentee
(Satuan : Persentase)
1.5.2.1 |Kegiatan Penetapan Subyek dan |Persentase Ketercapaian 100 100 100 100 100
Obyek Redistribusi Tanah Lintas | Penetapan Subyek dan Obyek
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 | Redistribusi Tanah Lintas Daerah
(satu) Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi (Satuan :
Persentase)
1.5.3 Program Penatagunaan Tanah Presentase penggunaan tanah 100 100 100 100 100
yang hamparannya lintas daerah
kabupaten/kota (Satuan :
Persentase)
1.5.3.1 |Kegiatan Perencanaan Persentase Ketercapaian Kegiatan 100 100 100 100 100

Penggunaan Tanah yang
Hamparannya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Perencanaan Penggunaan Tanah
yang Hamparannya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi




2.1.1 Visi Dan Misi

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi Renstra
periode tahun 2017-2022 serta memperhatikan RPJMD tahun 2017-2022, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyusun Rencana
Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
Tahun 2023-2026, sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022 — 2026 yang mengacu
kepada empat (4) misi diatas diuraikan sebagai berikut: 1) Misi 1. Mewujudkan
Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas,
dilakukan melalui dua tujuan yaitu: (i) meningkatkan kualitas sumber daya Manusia;
(i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja. 2) Misi 2.
Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan
Berkeadilan, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni meningkatkan kualitas
pertumbuhan ekonomi. 3) Misi 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup yang Lestari, dilakukan melalui satu (1) tujuan yakni mewujudkan
pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. 4) Misi 4. Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, dilakukan melalui satu (1) tujuan
yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun tujuan
pada rencana strategis tahun 2022 — 2026 yang hendak dicapai dan selaras dengan
amanat RPJPD 2005 -2025 dan RPD 2022 - 2026 adalah “Terwujudnya
Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, Infrastruktur
Permukiman dan Keciptakaryaan yang Handal berlandaskan Iman dan Tagwa
guna mencapai Lingkungan yang Aman, Nyaman, Produktif dan
Berkelanjutan”. Selanjutnya, lebih ringkas keterkaitan antara misi RPJPD, tujuan
RPD Tahun 2022 — 2026 dengan Renstra Dinas PKP Tahun 2022 — 2026 disajikan
pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2 Tujuan RPD dan Renstra Dinas PRKP Tahun 2022 — 2026

Misi RPJPD Tujuan RPD Indikator Tujuan Indikator
Tujuan RPD PD/Renstra Tujuan PD
Mewujudkan Terwujudnya Indeks Williamso | Meningkatnya (i) Luasan
Perekonomian yang | pemerataan n pembangunan permukiman
Maju dan Berdaya | pembangunan infrastruktur kumuh (i)
Saing secara Merata | dan kualitas perumahan, Presentase
dan Berkeadilan pertumbhan permukiman, dan | rumah tangga
ekonomi pertanahan yang | yang menghuni

terpadu dan
berkelanjutan
untuk
keseimbangan
pembangunan

antar daerah.

rumah  layak
dan terjangkau
(i)  Cakupan
lingkungan
permukima n
yang sehat dan
aman yang
didukung
dengan PSU
(iv) Persentase
pemenuhan
sub urusan
pertanahan

Mewujudkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang
yang Baik, Bersih,
dan Berwibawa

Terwujudnya tata
Kelola
pemerintahan
yang baik, bersih
dan berwibawa

Indeks
Reformasi
Birokrasi

Meningkatnya
Akuntabilitas
kinerja
penyelenggaraa n
pemerintahan
daerah pada
perangkat daerah

Capaian SAKIP
Perangkat
Daerah

Sasaran yang hendak dicapai guna meraih tiap tujuan Renstra PD Tahun 2022 —

2026 mengarah kepada sasaran dan tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2022 — 2026
serta Misi RPJPD Tahun 2005 — 2025. Keterkaitan antara sasaran Renstra PD

dengan tujuan PD mencerminkan pelaksanaan urusan, sub urusan, program dan

indikator kinerja yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdapat 2 misi dan 2 tujuan yang terkait

dengan pelaksanaan urusan perumahan rakyat,

kawasan permukiman dan

keciptakaryaan yaitu: Misi - Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya

Saing secara Merata dan Berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kualitas

pertumbuhan ekonomi. Misi - Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang

yang Baik, Bersih, dan Berwibawa dengan tujuan untuk Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Lebih disajikan pada Tabel 2.3.




Tabel 2.3 Sasaran RPD Tahun 2022 — 2026 dan Renstra
Dinas PRKP Tahun 2022 — 2026

Misi

Sasaran RPD

Indikator
Sasaran
RPD

Sasaran PD

Indikator
Sasaran PD

1 | Mewujudkan
Perekonomian
yang Maju dan
Berdaya Saing
secara  Merata
dan Berkeadilan

Meningkatnya
kualitas
kuantitas
infrastruktur
dan
strategis

dan

dasar
infrastruktur

Indeks Daya
Saing
Infrastruktur

1)Meningkatnya
kualitas rumah,
penataan kawasan
permukiman yang
layak dan tata kelola
pertanahan

(i) Luasan
permukiman
kumuh (ii)
Presentase
rumah tangga
yang menghuni
rumah layak dan
terjangkau (iii)
Cakupan
lingkungan
permukiman
yang sehat dan
aman yang
didukung dengan
PSU (iv)
Persentase
pemenuhan sub
urusan
pertanahan

2 | Mewujudkan
Penyelenggara
an Pemerintahan
yang yang Baik,
Bersih, dan
Berwibawa

Meningkatnya
penyelenggaraan
reformasi birokrasi

Capaian
SAKIP
Daerah

Meningkatnya
Akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

Capaian SAKIP
Perangkat
Daerah

2.1.2 Strategi

Strategi untuk meraih tujuan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan

kawasan permukiman mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi

Banten Tahun 2023 — 2026. Sebagaimana telah diatur, terdapat beberapa strategi

yang terkait erat dengan pencapaian tujuan, diantaranya:

1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan

ekonomi,

permukiman,

dan

meningkatnya

pembangunan

infrastruktur

keseimbangan pembangunan antar daerah, sebagai berikut:

perumahan,

serta pertanahan yang terpadu dan berkelanjutan untuk

a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi

serta pencapaian kinerja pemerintahan

b. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana;



c. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi

program pemerintah.

Oleh karena itu, strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Banten, mencakup:

Tabel 2.4 Strategi RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 — 2026

Misi RPD 2023 - 2026

Strategi RPD 2023 -
2026

Strategi Renstra PD 2023 - 2026

Mewujudkan

Merata dan Berkeadilan

Perekonomian yang Maju
dan Berdaya Saing secara

1) Penanganan

kebutuhan
rumah  layak
huni bagi
korban
bencana;

2) Penanganan
kebutuhan
rumah layak
huni bagi

warga negara
yang terlokasi
program
pemerintah

1) Meningkatkan Penataan
Kawasan Permukiman Kumuh
yang berkualitas;

2) Meningkatkan penanganan
penyediaan rumah bagi korban
bencana;

3) Meningkatkan penanganan
penyediaan rumah bagi korban

terdampak relokasi program
Provinsi;
4) Meningkatkan penyediaan

prasarana, sarana, dan utilitas
umum di permukiman;

5) Meningkatkan pemenuhan sub
urusan pertanahan;

Mewujudkan Meningkatkan kualitas | Meningkatkan Kualitas
Penyelenggaraan perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Pemerintahan yang Baik, | pengukuran, Daerah
Bersih, dan Berwibawa pelaporan, dan

evaluasi serta

pencapaian kinerja

pemerintahan

2.1.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 mempedomani pada arah

kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023 — 2026.

Berikut ini adalah Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah dalam rangka

keselarasan dan upaya untuk meraih tujuan pelaksanaan urusan perangkat daerah.
Strategi Rencana Dinas 2023 — 2026 disajikan pada Tabel 2.5



Tabel 2.5 Kebijakan RPD 2023 - 2026 dan Renstra 2023 — 2026

Perekonomian

yang Maju dan
Berdaya Saing
secara Merata
dan Berkeadilan

perumahan publik
melalui

penyediaan rumah
susun sederhana
sewa dan rumah
susun sederhana
milik;

2) Penataan kawasan
permukiman,
infrastruktur
permukiman
kumuh

Misi RPD 2023 - | Kebijakan RPD 2023 "
2026 -2026 Kebijakan Renstra PD 2023 - 2026
Mewujudkan 1) Penataan sistem | 1) Optimalisasi Penataan Kawasan Permukiman

Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha yang
berkualitas;

2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas 10 Ha - 15 Ha

3) Optimalisasi Pendataan Penyediaan Rumah

Korban Bencana atau Relokasi Program
Provinsi;
4) Meningkatkan Sosialisasi dan Persiapan

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Provinsi;

5) Penataan sistem perumahan publik melalui
penyediaan rumah khusus bagi korban
bencana;

6) Pelaksanaan Serah Terima Rumah bagi
Korban Bencana Provinsi atau Relokasi
Program provinsi;

7) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas
umum di permukiman;

8) Peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi,
klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan
dan kawasan permukiman Pemenuhan sub
urusan pertanahan

Mewujudkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Baik,
Bersih, dan
Berwibawa

Peningkatan kualitas
dokumen
perencanaan Kkinerja
pemerintahan.

Meningkatkan Perencanaan, Pengukuran Kinerja
dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Selanjutnya, keselarasan antara Misi RPJPD 2005 — 2025, RPD 2023 — 2026 dengan
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023
— 2026 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 — 2026

dan Taqwa”

Visi RPJPD Tahun 2005 — 2025: “Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman

Misi 2 RPD Tahun 2023 — 2026: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing
secara Merata dan Berkeadilan.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatnya | 1. Meningkatnya | 1. Meningkatkan | 1. Optimalisasi Penataan
pembangunan kualitas Penataan Kawasan Permukiman




infrastruktur
perumahan,
permukiman,
dan
pertanahan
yang terpadu
dan
berkelanjutan
untuk
keseimbangan
pembangunan
antar daerah

rumah,
penataan
kawasan
permukiman
yang layak
dan tata
kelola
pertanahan

Kawasan
Permukiman
Kumuh yang
berkualitas;

. Meningkatkan

penanganan
penyediaan
rumah  bagi
korban
bencana;

. Meningkatkan

penanganan
penyediaan
rumah  bagi
korban
terdampak
relokasi
program
Provinsi;

. Meningkatkan

penyediaan
prasarana,
sarana, dan
utilitas umum
di
permukiman;

. Meningkatkan

pemenuhan
sub  urusan
pertanahan;

. Peningkatan

. Optimalisasi

. Rumah Korban

. Meningkatkan

. Penataan

. Penyediaan

. Peningkatan

Kumuh dengan Luas 10 Ha -
15 Ha yang berkualitas;
Kualitas
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas 10 Ha -
15 Ha;

Pendataan
Penyediaan

Bencana
atau Relokasi Program
Provinsi;

Sosialisasi
dan Persiapan Penyediaan
dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi;
sistem
perumahan publik melalui
penyediaan rumah khusus
bagi korban bencana;

. Pelaksanaan Serah Terima

Rumah bagi Korban
Bencana Provinsi atau
Relokasi Program Provinsi;
prasarana,
sarana, dan utilitas umum di
permukiman;
pelayanan
kualifikasi,
klasifikasi, dan registrasi
bidang perumahan dan
kawasan permukiman;
Pengadaan tanah untuk
kepentingan umum yang
selesai tepat waktu

sertifikasi,

Misi 4 RPD Tahun
Baik, Bersih, dan B

2023 — 2026: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang

erwibawa.

Mewujudkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang yang Baik,

Bersih,

dan

Berwibawa

Meningkat kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan
yang efektif, efisien
dan berkelanjutan

Meningkatkan
Kualitas
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkat
Daerah

Meningkatkan Perencanaan,
Pengukuran Kinerja dan
Laporan Kinerja Perangkat
Daerah

Dari Arah Kebijakan tersebut didapatkan beberapa prioritas pembangunan daerah

pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara

lain:

1.

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi

Banten



2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program

Provinsi

3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman.

2.2 Perubahan Rencana Kerja 2024

Tujuan, saran dan indikator dan target kinerja pada perubahan rencana kerja

tahun 2024 sesuai dengan rencana kinerja murni tahun 2024 termasuk program,

kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerjanya.

Rencana kerja tahun 2024 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang akan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rencana Kinerja Tahun 2024

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

urusan pertanahan

INDIKATOR
NO | TUJUAN SASARAN KINERJA SATUAN | TARGET
(1) (2) 3) (4) (5) (6)
1 Terwujudnya
pemerataan
pembanguna |1 1 |[Meningkatnya |Capaian SAKIP | Nilai 70-80
n dan kualitas Akuntabilitas | (Sistem Akuntabilitas
pertumbhan kinerja Kinerja Instansi
ekonomi penyelenggara | Pemerintah) OPD
an
pemerintahan
1.2 |Meningkatnya |Cakupan lingkungan | Persen 99.44
kualitas rumabh, | permukiman  yang
penataan sehat dan aman yang
kawasan didukung dengan
permukiman PSU
yang layak dan|Luasan permukiman | Hektar 160
tata kelola | kumuh
pertanahan
Presentase rumah | Persen 77
tangga yang
menghuni rumah
layak dan terjangkau
Persentase Persen 100
pemenuhan sub

Sumber : Rencana Kerja Dinas/Badan/Sekretariat Provinsi Banten tahun 2024



Dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran kinerja Rencana Strategis Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten dan harapan kinerja

Tahun 2024 Perubahan dengan memperhatikan pencapaian misi kepala daerah,

pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian Standar pelayanan

Minimal (SPM), sehingga prioritas penanganan 2024 Perubahan sesuai dengan

RKPD, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten

melaksanakan program kegiatan dengan gambaran umum sebagai berikut:

= Jumlah program dan jumlah kegiatan. Terdiri dari 8 program dan 19 kegiatan.

= Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok
masyarakat tertentu).

= Sebagian besar program kegiatan tersebar di seluruh provinsi Banten
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
adalah sebesar Rp. 472,315,249,401,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Tiga
Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Satu
Rupiah). Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2024 erubahan

berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut:



Tabel 2. 8 Rekap Perubahan Tahun 2024

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

TARGET PAGU
PROGRAM/KEGIAT Penyemp
Kode | \N/SUBKEGIATAN | RKPD | APBD P-RKPD | P-RKA RKPD APBD | P-RKPD | urnaan P- | Bertambah/ | \ 1aopas | RKAP PE;‘%’;;ED KETERANGAN
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 RKPD Berkurang
RKAP
2024
PROGRAM
PENUNJANG 29,880
1.04.01 URUSAN 100 100 100 100 28,574,000 30,472,9 30,101,4 28,786,67 1,093,760,0 | 29,880,432 4é23 30,258,43
PEMERINTAHAN ,000 05,897 16,896 2,399 00 ,399 ’ 99' 2,399
DAERAH PROVINSI
Perencanaan,
1.04.01. | Penganggaran, dan 100 100 100 100 1,328,000, | 1,460,00 | 1,383,15 | 1,383,150, 1,464,009, | 146% | 1 464,009
1.01 Evaluasi Kinerja 000 0.000 0.608 608 80,859,250 858 009,85 858
Perangkat Daerah , , 8 :
Efisiensi :
1. Belanja
penggandaan
2.656.044
2. Belanja SPPD
1.04.01. giﬂﬁﬁi;?an 2 ) ) , 23.592.000
1.01.00 Perencanaan Doku Dokumen Dokumen Dokumen 550,000,00 594,000, 435,027, 435,027,0 65.000.000 500,027,00 | 500,02 | 500,027,0 | 3. Tenaga
01 men 0 000 006 06 ! ! 6 7,006 06 Pendukung
Perangkat Daerah 36.524.950
4. Forum OPD
63.200.000
5. Honorarium tim
Pokja 33.000.000
o : | . |
L0100 | pokumen RKA- Doku 1 pokumen | Dokumen | Dokumen | 10,000,000 | 130000 | 15.000.0 | 15,000,00 15,000,000 | 12000 | 15.000,00
02 SKPD men 00 00 0 ,000 0
Loso1. | Kooresitar : | . |
1.01.00 | boimen Perubahan | PKY | Dokumen | Dokumen | Dokumen | 10,000,000 | X>000.0 | 15,000,0 | 15,000,00 15,000,000 | +2:000 | 15,000,00
03 men 00 00 0 ,000 0
RKA-SKPD
1.04.01. | Koordinasi dan 2 2 2 2
1.01.00 Penyusunan DPA- Doku 15,000,0 15,000,0 | 15,000,00 15,000 | 15,000,00
04 SKPD men Dokumen Dokumen Dokumen | 10,000,000 00 00 0 15,000,000 1000 0
Loso. | foorinee o : |, | . |
1.01.00 Perubahan DPA- Doku Dokumen Dokumen Dokumen | 10,000,000 15,000,0 15,000,0 15,000,00 15,000,000 15,000 | 15,000,00
05 SKPD men 00 00 0 ,000 0




Efisiensi :

1. Belanja
penggandaan
Koordinasi dan 804.260
1.04.01. | Penyusunan Laporan 12 12 12 12 2. Belanja SPPD
8 1.01.00 Capaian Kinerja dan Lapora 400,000,00 | 460,000, 581,502, 581,502,2 597,361,54 | 597,36 | 597,361,5 | 10.418.400
06 Ikhtisar Realisasi n Laporan Laporan Laporan 0 000 290 90 15,859,250 0 1,540 40 Tambahan :
Kinerja SKPD 1. Pendataan
bidang PKP
2. Buku Saku
DPRKP
Efisiensi :
1.04.01. Evaluasi Kinerja 4 4 lér? elag:{gaan
9 | 1.01.00 ! Lapora | 4 Laporan | 4 Laporan 338,000,00 | 346,000, | 306,621, | 306,621,3 306,621,31 | 306,62 | 306,621,3 | P99
Perangkat Daerah Laporan 5.224.288
07 n 0 000 312 12 2 1,312 12 .
2. Belanja SPPD
34.154.400
1.04.01 Administrasi 17583
10 1'02' ’ Keuangan 100 100 100 100 17,461,000 18,333,6 18,293,0 16,978,31 604,760,00 | 17,583,074 0%4 9 17,583,07
: Perangkat Daerah ,000 28,497 59,449 4,952 0 ,952 ’ 52’ 4,952
1.04.01. Penyediaan Gaji dan 58 58 58 58 16,253
11 1.02.00 Tun{in an ASI\{ Orang/ | Orang/Bul Orang/Bul Orang/Bu 16,261,000 | 17,033,6 17,033,6 15,718,88 534,760,00 | 16,253,644 6214 0 16,253,64
01 jang Bulan an an lan ,000 28,497 28,497 4,000 0 ,000 ' 00’ 4,000
1.04.01. /Fx)gnm)ﬁggggu 12 12 12 12
12 1.02.00 Pelaksanaan Tudas Doku Dokumen Dokumen Dokumen 550,000,00 650,000, 650,000, 650,000,0 650,000,00 | 650,00 | 650,000,0
02 ASN 9 men 0 000 000 00 0 0,000 00
1.04.01 Pelaksanaan 12 Efisiensi :
13 | 10200 | Penatausahaan dan Doku 1 11 1 500,000,00 | 500,000, | 473,692, | 473,692,6 500,000,00 | 500,00 | 500,000,0 | - Belania
03 Pengujian/Verifikasi men Dokumen Dokumen Dokumen 0 000 680 80 26,307,320 0 0.000 00 penggandaan
Keuangan SKPD ! 26.307.320
1.04.01. | Koordinasi dan 12 12 12 12 Eﬁ;‘ggﬂj;
14 1.02.00 Pelaksanaan Doku 10,000,0 9,497,47 10,000 | 10,000,00 )
04 Akuntansi SKPD men Dokumen Dokumen Dokumen | 10,000,000 00 5 9,497,472 502,528 10,000,000 000 0 ggggé;z%ndaan
Efisiensi :
Koordinasi dan 1. Belanja Mamin
1.04.01. Penyusunan Laporan 1 1 288.000
15 | 1.02.00 Keuangan Akhir Lapora | 1Laporan | 1 Laporan Laporan 20,000,000 20,000,0 | 16,216,0 | 16,216,00 3,784,000 20,000,000 20,000 | 20,000,00 2. Belanja
05 n 00 00 0 ,000 0
Tahun SKPD Penggandaan
3.496.000
1.04.01. 1 Efisiensi :
Pengelolaan dan 1 1 1 ; .
16 | 1.02.00 ) Doku 10,000,0 | 9,640,00 10,000 | 10,000,00 | 1.Belanja Mamin
06 Penyiapan Bahan men Dokumen Dokumen Dokumen | 10,000,000 00 0 9,640,000 360,000 10,000,000 1000 0 360.000




Tanggapan
Pemeriksaan

S Efisiensi :
Koordinasi dan 1. Belanja
1.04.01. | Penyusunan Laporan 18 18 18 18 pénggandaan
17 | 1.02.00 Keuangan Bulanan/ Lapora 100,000,00 | 100,000, 90,384,8 | 90,384,80 129,430,95 | 129,43 | 129,430,9
07 Triwulanan/Semester n Laporan | Laporan | Laporan 0 000 00 0 39,046,152 2 0,952 52 1.507.200
an SKPD 2. Belanja SPPD
8.108.000
1os01. | po L 1 1 1
18 ééOZ.OO Analisis Prognosis ?noek: Dokumen Dokumen Dokumen | 10,000,000 10'880’0 10’880’0 10’080’00 - 10,000,000 100’830 10'080’00
Realisasi Anggaran )
1.04.01 AdministrasiBarang :
19 1'03' " | Milik Daerah pada 100 100 100 100 285,000,00 | 275,000, | 240,865, | 240,865,5 26.089 250 214,776,29 | 214,77 | 214,776,2
) Perangkat Daerah 0 000 540 40 ' ’ 0 6,290 90
Efisiensi :
1. Belanja
Penyusunan Honorarium
2 1'04'01' perencanaan D2k 2 2 2 42,0982 | 42,098,2 42 42,098,2 g'lBGOI'OO'OM i
0 1 1.03.00 | chytuhan Barang Oku | pokumen | Dokumen | Dokumen | 50,000,000 | 20:000.0 098, 098,28 42,008,280 | #2098 | 42,098,28 | 2. Belanja Mamin
01 - men 00 80 0 ,280 0 708.000
Milik Daerah SKPD .
3. Belanja
Penggandaan
3.033.720
Efisiensi :
1. Belanja Mamin
708.000
2. Belanja
21 1'04'01' Pengamanan Barang le 1 1 1 747 747 747 747 ;’gré%ggggaan
:03.00 Milik Daerah SKPD oku Dokumen Dokumen | Dokumen | 50,000,000 50,0000 | €9,747,0 | 69,747,00 69,747,000 69, 69,747,00 3. Belanja SPPD
02 men 00 00 0 ,000 0
8.160.000
Tambahan :
1. Asuransi
kendaraan
30.000.000
Efisiensi :
1. Belanja
Honorarium
12.080.000
1.04.01. | Koordinasi dan 1 1 2. Belanja Mamin
22 | 1.03.00 Penilaian Barang Milik | Lapora | 1 Laporan | 1 Laporan Laporan 100,000,00 | 90,000,0 | 63,761,5 | 63,761,56 63.761.560 63,761 | 63,761,56 | 3.416.000
03 Daerah SKPD n 0 00 60 0 e ,560 0 3. Belanja
Penggandaan
3.854.440
4. Belanja SPPD
6.888.000




Rekonsiliasi dan

Efisiensi :
1. Belanja Mamin

1.04.01. 1
23 3.03.00 ggg’#g‘f\;‘iﬁﬂ 'E)zz‘r’;i” Lapora | 1Laporan | 1 Laporan Lapiran 15.000,000 | 15:000.0 | 11,347,0 | 11,347,00 11347.000 | 11347 | 11.347,00 ;:ngfrﬂg
5 n 00 00 0 ,000 0
pada SKPD Penggandaan
1.965.000
Efisiensi :
1. Belanja Mamin
1.04.01. | Penatausahaan 1 1 } 3'1863'232
24 3603.00 Barang Milik Daerah Lapora | 1 Laporan 1 Laporan Laporan 70,000,000 70,000,0 53,911,7 53,911,70 26,089,250 | 27,822,450 27,822 | 27,822,45 Penggandaan
pada SKPD n 00 00 0 ,450 0 3.392 300
3. Belanja SPPD
10.536.000
1.04.01 Administre_\si
25 1'05' " | Kepegawaian 100 100 100 100 500,000,00 | 600,000, | 511,765, | 511,765,8 _ 511,765,88 | 511,76 | 511,765,8
) Perangkat Daerah 0 000 880 80 0 5,880 80
1.04.01. | Pengadaan Pakaian 1 Eﬂg;gﬂ'é
26 | 1.05.00 Dinas Beserta Atribut Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100,000,00 | 200,000, | 199,000, | 199,000,0 199,000,00 | 199,00 | 199,000,0 P.enggarj1daan
02 Kelengkapannya 0 000 000 00 0 0,000 00 1.000.000
Efisiensi :
1. Belanja
Honorarium
1.04.01. Egggg}:ﬁgnda“ 1 L ) . 9.760.000
27 | 1.05.00 Administrasi Doku Dokumen Dokumen | Dokumen | 50.000.000 50,000,0 | 32,737,6 | 32,737,60 32 737.600 32,737 | 32,737,60 | 2. Belanja Mamin
03 : men e 00 00 0 e ,600 0 2.830.400
Kepegawaian :
3. Belanja
Penggandaan
4.672.000
Efisiensi :
1. Belanja
Honorarium
Koordinasi dan 6'600'00.0 .
1.04.0L. Pelaksanaan Sistem L 1 1 1 2. Belanja Mamin
28 | 1.05.00 Informasi Doku Dokumen Dokumen | Dokumen 200,000,00 | 200,000, | 187,276, | 187,276,2 187,276,28 | 187,27 | 187,276,2 | 2.432.000
04 . men 0 000 280 80 0 6,280 80 3. Belanja
Kepegawaian
Penggandaan
10.599.720
4. Belanja SPPD
6.908.000




Efisiensi :

1. Belanja
Honorarium
1.04.01. | Monitoring, Evaluasi, 2 2 1 1 10.320.000
29 | 1.05.00 dan Penilaian Kinerja Doku Dokumen Dokumen Dokumen 100,000,00 | 50,000,0 | 32,752,0 | 32,752,00 32 752 000 32,752 | 32,752,00 | 2. Belanja Mamin
05 Pegawai men 0 00 00 0 e ,000 0 5.600.000
3. Belanja
Penggandaan
1.328.000
Efisiensi :
1. Belanja
1.04.01 Pendidikan dan Penggandaan
‘= A~ | Pelatihan Pegawai 5 2.320.000
30 | 1.05.00 Berdasarkan Tugas Orang 10 Orang 8 Orang 8 Orang 50,000,000 100,000, | 60,000,0 | 60,000,00 60,000,000 60,000 | 60,000,00 2. Belanja SPPD
09 - 000 00 0 ,000 0
dan Fungsi 7.680.000
3. Diklat
30.000.000
1.04.01. | Administrasi Umum - 2,602
31 100 100 100 100 1,700,000, 2,505,25 | 2,620,59 | 2,620,590, 2,602,820, o | 2,980,820
1.06 Perangkat Daerah 000 8.400 0,080 080 17,770,000 080 82%,08 080
Penyediaan Efisiensi :
1.04.01. Komponen Instalasi 4 1. Belanja
32 | 1.06.00 omp 4 Paket 4 Paket 4 Paket 200,000,00 | 160,802, 159,760, 159,760,4 159,760,40 | 159,76 | 159,760,4 y |
Listrik/Penerangan Paket Penggandaan
01 0 000 400 00 0 0,400 00
Bangunan Kantor 1.041.600
Efisiensi :
1. Belanja
1.04.01. | Penyediaan Peralatan 4 g ig%ggggaan
33 | 1.06.00 dan Perlengkapan Paket 10 Paket 13 Paket 13 Paket | 500,000,00 | 469,456, | 566,026, | 566,026,0 566,026,04 | 566,02 | 566,026,0 T.amb.ahan .
02 Kantor 0 400 040 40 0 6,040 40 )
1. Kertas F4, A4
dan Tinta
100.000.000
Efisiensi :
1.04.01. Penyediaan Bahan 4 1. Belanja
34 | 1.06.00 ye 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100,000,00 | 30,000,0 | 28,304,0 | 28,304,00 28,304 | 28,304,00 y |
Logistik Kantor Paket 28,304,000 Penggandaan
04 0 00 00 0 ,000 0 1.696.000




35

1.04.01.

1.06.00
05

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Paket

2 Paket

3 Paket

3 Paket

75,000,000

60,000,0
00

72,640,0
00

72,640,00
0

10,000,000

82,640,000

82,640
,000

82,640,00
0

Efisiensi :

1. Belanja
Penggandaan
2.360.000
Tambahan :

1. Kertas disposisi
dan map
15.000.000

36

1.04.01.

1.06.00

Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan

Doku
men

1
Dokumen

1
Dokumen

1
Dokumen

50,000,000

45,000,0
00

43,093,4
40

43,093,44
0

43,093,440

43,093
440

43,093,44
0

Efisiensi :
1. Belanja
Penggandaan
1.960.560

37

1.04.01.

1.06.00
07

Penyediaan
Bahan/Material

Paket

156 Paket

189 Paket

193
Paket

150,000,00
0

1,175,00
0,000

1,272,50
8,800

1,272,508,
800

21,770,000

1,250,738,
800

1,250,
738,80

1,628,738
,800

Efisiensi :

1. Belanja
Penggandaan
5.791.200

2. Advetorial
216.700.000
Tambahan :

1. Advetorial dan
karangan bunga
320.000.000

38

1.04.01.

1.06.00

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

1
Lapora
n

1 Laporan

1 Laporan

1
Laporan

75,000,000

50,000,0
00

45,280,0
00

45,280,00
0

45,280,000

45,280
,000

45,280,00
0

Efisiensi :

1. Belanja Mamin
1.660.000

2. Belanja
Penggandaan
3.060.000

39

1.04.01.

1.06.00

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

1
Lapora
n

1 Laporan

1 Laporan

1
Laporan

300,000,00
0

300,000,
000

246,149,
400

246,149,4
00

246,149,40
0

246,14
9,400

246,149,4
00

Efisiensi :

1. Belanja
Penggandaan
1.831.200

2. Belanja
Penggandaan
52.019.400

40

1.04.01.

1.06.00

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Doku
men

1
Dokumen

1
Dokumen

1
Dokumen

175,000,00
0

150,000,
000

133,960,
000

133,960,0
00

133,960,00
0

133,96
0,000

133,960,0
00

Efisiensi :

1. Belanja
Honorarium
9.560.000

2. Belanja Mamin
2.160.000

3. Belanja
Penggandaan
4.320.000




Efisiensi :
1. Belanja Mamin

Dukungan
1.04.01. | Pelaksanaan Sistem 1 1 1 1 ) 2,453;)52
41 1.06.00 Pemerl_ntahan . Doku Dokumen Dokumen Dokumen | 75,000,000 65,000,0 52,868,0 52,868,00 6,000,000 46,868,000 46,868 | 46,868,00 Penggandaan
11 Berbasis Elektronik men 00 00 0 ,000 0 3.132.000
pada SKPD 3. Belanja SPPD
3.600.000
Pengadaan Barang
42 [ 100 100 100 100 400,000,00 | 125,000, | 124,663, | 124,6632 | 452,000,00 | 576,663,20 | 576,66 | 576,663,2
1.07 Penunjang Urusan
) 0 000 200 00 0 0 3,200 00
Pemerintah Daerah
1.04.01. Egzg:?;::mnas
43 | 1.07.00 Operasional atau 1 Unit 0 0 0 200,000,00 ) ) ) ) )
02 0
Lapangan -
Efisiensi :
1.04.01. Pengadaan Peralatan 1. Belanja
44 | 1.07.00 dangl]vlesin Lainnva 1 Unit 6 Unit 6 Unit 17 Unit 200,000,00 | 125,000, | 124,663, | 124,663,2 | 452,000,00 | 576,663,20 | 576,66 | 576,663,2 Pén arjldaan
06 Y 0 000 200 00 0 0 3,200 00 99
336.800
Penyediaan Jasa
45 1-83-01- ﬁﬁﬂn“e?{ﬁ?fh‘;;“sa” 100 100 100 100 4,500,000, | 4,490,00 | 4,450,20 | 4,450,200, ) 4,450,200, ;6%5%‘3 4,450,200
: 000 0,000 0,768 768 768 y ,768
Daerah 8
Efisiensi :
1.04.01. . 12 .
Penyediaan Jasa 12 12 12 1. Belanja

46 | 1.08.00 Surat Menyurat Lapora Laporan Laporan Laporan 50,000,000 50,000,0 | 47,320,0 | 47,320,00 47,320,000 47,320 | 47,320,00 Penggandaan

01 n 00 00 0 ,000 0
2.680.000
1.04.01. | Penyediaan Jasa 12 12 12 12 Eﬂ;l;gﬂ-;

47 | 1.08.00 | Komunikasi, Sumber Lapora | | _00ian Laporan Laporan 400,000,00 | 550,000, | 549,840, | 549,840,0 549,840,00 | 549,84 | 549,840,0 Pen arj1daan
02 Daya Air dan Listrik n P p P 0 000 000 00 0 0,000 00 160,090
1.04.01. | Penyediaan Jasa 12 12 12 12 Eﬂg;gﬂ-;

48 | 1.08.00 Peralatan dan Lapora 40,000,0 | 38,264,0 | 38,264,00 38,264 | 38,264,00 y |

Laporan Laporan Laporan 50,000,000 38,264,000 Penggandaan
03 Perlengkapan Kantor n 00 00 0 ,000 0 1.736.000




Efisiensi :

1. Belanja
Honorarium
800.000
1.04.01. | Penyediaan Jasa 12 12 12 12 3814 2. Belanja Mamin
49 | 1.08.00 Pelayanan Umum Lapora Laporan Laporan Laporan 4,000,000, 3,850,00 | 3,814,77 | 3,814,776, 3,814,776, 7%6 7é 3,814,776 | 2.880.000
04 Kantor n 000 0,000 6,768 768 768 8 ,768 3. Belanja
Penggandaan
5.943.232
4. Belanja SPPD
25.600.000
Pemeliharaan
1.04.01 Barang Milik Daerah 2 477
50 1'09' " | Penunjang Urusan 100 100 100 100 2,400,000, 2,684,01 | 2,477,12 | 2,477,121, 2,477,121, 1é1 3% 2,477,121
’ Pemerintahan 000 9,000 1,371 371 371 1 371
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Efisiensi :
1.04.01. | Pemeliharaan dan 17 1 Belanj.a
51 | 1.09.00 Pajak Kendaraan Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 200,000,00 | 183,370, | 180,813, | 180,813,2 180,813,20 | 180,81 | 180,813,2 Pénggandaan
01 Perorangan Dinas 0 000 200 00 0 3,200 00
2.556.800
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyephaan Jasa Efisiensi :
Pemeliharaan, Biaya 1. Belanja
1.04.01. | Pemeliharaan, Pajak 62 1122 Pénggandaan
52 | 1.09.00 dan Perizinan Unit 71 Unit 71 Unit 70 Unit 1,250,000, 1,221,55 | 1,122,25 | 1,122,256, 1,122,256, 256 1% 1,122,256 1.040.000
02 Kendaraan Dinas 000 0,000 6,171 171 171 ' 171 g
Operasional atau 1 2. Belanja bengkel
98.253.829
Lapangan
Efisiensi :
1. Belanja
1.04.01. | Pemeliharaan 426 Penggandaan
53 | 1.09.00 Peralatan dan Mesin Unit 392 Unit 392 Unit 282 Unit | 500,000,00 | 488,623, | 335,560, | 335,560,0 335,560,00 | 335,56 | 335,560,0 | 1.440.000
06 Lainnya 0 000 000 00 0 0,000 00 2. Belanja
Pemeliharaan
151.623.000
Efisiensi :
. . 1. Belanja
1.04.01. i'i:sr?glg‘(i:?gngﬁg ?b'l Penggandaan
54 | 1.09.00 dan Bangunan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 150,000,00 | 490,476, | 539,084, | 539,084,0 539,084,00 | 539,08 | 539,084,0 | 1.392.000
09 Lainnya 0 000 000 00 0 4,000 00 Tambahan :
1. Rehab Gedung
50.000.000




Pemeliharaan/Rehabil

Efisiensi :

1.04.01. itasi Sarana dan 1. Belanja
55 1.09.00 Prasarana Gedung 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 300,000,00 300,000, 299,408, 299,408,0 299,408,00 | 299,40 | 299,408,0 Pénggandaan
10 Kantor atau 0 000 000 00 0 8,000 00
) 592.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM - 35223
56 | 1.04.02 PENGEMBANGAN 62.34 62.34 62.34 62.34 11042304 | 35687 1 35,573,6 | 35,573,68 | 350,000,00 | 35,223,684 6é4 5 35,223,68
PERUMAHAN 1000 57,348 84,249 4,249 0 ,249 49 4,249
57 50 50 50 50
Pendataan
Penyediaan dan
58 | 1or %% Egt‘ggr']' 'éfr:g:]rgah 100 100 100 100 | 550,000,00 | 740,000, | 937,136, | 937,136,0 ) 937,136,00 | 937,13 | 937,136,0
: . 0 000 000 00 0 6,000 00
atau Relokasi
Program Provinsi
Efisiensi :
1.04.02. Identifikasi La_han— 1 1. Belanja SPPD
59 | 101.00 ;:E:g;ffk”;'?' Dokt | st | okemen | Dokumen | 10000000 | 110000, | 309,805, | 309,805,6 300,805,60 | 309,80 | 309,805,6 | 194490
. men 0 000 600 00 0 5,600 00
Relokasi Perumahan 1. Paket
200.000.000
Pengumpulan Data
1.04.02. Rumah Korban 1 1 1 1 Efisiensi :
60 | 1.01.00 Bencana Kejadian Doku Dokumen Dokumen Dokumen | 50 000.000 110,000, 108,900, 108,900,8 108,900,80 | 108,90 | 108,900,8 | 1. Belanja SPPD
03 Sebelumnya yang men ' ' 000 800 00 0 0,800 00 1.099.200
Belum Tertangani
Pendataan Rumah
1.04.02. | Sewa Milik 1 1 1 1
61 1.01.00 Masyarakat, Rumah Doku Dokumen Dokumen Dokumen 100,000,00 110,000, 110,000, 110,000,0 110,000,00 | 110,00 | 110,000,0
06 Susun dan Rumah men 0 000 000 00 0 0,000 00
Khusus
Pendataan dan
Verifikasi Calon L
1.04.02. Penerima Rumah 1 1 0 0 Efisiensi : _
62 | 1.01.00 bagi Masyarakat yang Doku Dokumen Dokumen | Dokumen | 50,000,000 50,000,0 - - - - - 1. Anggaran di 0
07 : men ! ! 00 kan 50.000.000
Terkena Relokasi
Program Provinsi
Identifikasi Tambahan :
1.04.02. Perumahan di Lokasi 1 1 1 1 1. untuk tambahan
63 1.01.00 yang Berpotensi Doku 50,000,0 100,000, 100,000,0 100,000,00 | 100,00 | 100,000,0 | belanja
08 Terkena Relokasi men | Dokumen | Dokumen | Dokumen | 50,000,000 00 000 00 0 0,000 00 konsultansi
Program Provinsi 50.000.000
1.04.02. Eg:‘fsa;ﬁ:;‘ ;'l:‘r?q';";‘]t 1 L . . Efisiensi :
4 | I | Akibat Bencana %Oekr‘]’ Dokumen | Dokumen | Dokumen | 50,000,000 | '00:990. | 98.561,6 | 98,551.60 98,561,600 9?6'881 9850160 | 4288.'28‘0"" SPPD

Provinsi




Pendataan dan

1.04.02. | Verifikasi Calon 1 1 1 1 Efisiensi :
65 | 1.01.00 Penerima Rumah Doku Dokumen Dokumen Dokumen 100,000,00 | 100,000, | 99,868,0 | 99,868,00 99 868.000 99,868 | 99,868,00 | 1. Belanja SPPD
10 bagi Korban Bencana men 0 000 00 0 RN ,000 0 132.000
Provinsi
Identifikasi
1.04.02. . . 1
Perumahan di Lokasi 1 1 1
6 | L0100 | povanBencana | 2% | Dokumen | Dokumen | Dokumen | 50000000 | 110000, | 110000, | 1100000 110000,00 | 110,00 | 1100000
Provins
Sosialisasi dan
Persiapan
1.04.02 Penyet_ji_aan dan
67 1'02' " | Rehabilitasi Rumah 100 100 100 100 342,304,00 | 345,444, | 329,982, | 329,982,9 _ 329,982,94 | 329,98 | 329,982,9
’ Korban Bencana 0 000 940 40 0 2,940 40
atau Relokasi
Program Provinsi
Sosialisasi Standar Efisiensi :
Teknis Penyediaan 1 Belanjé
1.04.02. | dan Rehabilitasi 120 H.onorarium
68 | 1.02.00 Rumah kepada o 60 Orang 60 Orang 60 Orang | 142,304,00 | 86,080,0 | 79,286,4 | 79,286,40 79.286.400 79,286 | 79,286,40 2 160.000
01 Masyarakat/Sukarela rang 0 00 00 0 00, 400 0 0000
wan Tanggap 2. Belanja SPPD
4.633.600
Bencana
Efisiensi :
1. Belanja
Honorarium
2.280.000
1.04.02. Eigﬁﬁé'ﬁ”??n? g?l?gas 50 100 100 2. Belanja Mamin
69 | 1.02.00 Tim Pendamping dan7 Orang Orang 100 Orang Orang 150,000,00 | 220,604, | 214,735, | 214,735,7 214,735,74 | 214,73 | 214,735,7 | 600.000
04 S 0 000 740 40 0 5,740 40 3. Belanja
Fasilitator
Penggandaan
1.333.060
4. Belanja SPPD
1.655.200
Efisiensi :
1. Belanja
L Honorarium
1.04.02. m%ggzls('a‘t‘im“k 1 L L L 640.000
70 1 1.02.00 Penerima dan Jenis Doku Dokumen Dokumen Dokumen | 50,000,000 38,760,0 | 35960,8 | 35,960,80 35,960,800 85,960 | 35960,80 | 2. Belanja
06 Pelayanan men 00 00 0 ,800 0 Penggandaan
690.400
4. Belanja SPPD
1.468.800
L, | CEMEEETE EELT - 33,869
71 1'03' " | Rehabilitasi Rumah 100 100 100 100 10,000,000 | 34,4958 | 34,219,5 | 34,219,52 | 350,000,00 | 33,869,527 5é73 33,869,52
’ Korban Bencana ,000 03,348 27,309 7,309 0 ,309 ! 09’ 7,309




atau Relokasi
Program Provinsi

72

1.04.02.

1.03.00

Rehabilitasi Rumah
bagi Korban Bencana

30
Unit
Ruma

38 Unit
Rumah

41 Unit
Rumah

42 Unit
Rumah

1,750,000,
000

2,235,92
4,390

2,518,40
7,974

2,518,407,
974

100,000,00
0

2,618,407,
974

2,618,
407,97

2,618,407
974

Efisiensi :

1. Belanja
Honorarium
6.480.000

2. Belanja Mamin
4.680.000

3. Belanja
Penggandaan
6.356.416
Tambahan :
1. Rehabilitasi
rumah 3 unit
300.000.000

73

1.04.02.

1.03.00
04

Pembangunan

Rumah bagi Korban

Bencana

70
Unit
Ruma

176 Unit
Rumah

176 Unit
Rumah

176 Unit
Rumah

3,750,000,
000

27,774,8
78,958

27,243,8
68,535

27,243,86
8,535

450,000,00
0

26,793,868
,535

26,793
,868,5
35

26,793,86
8,535

Efisiensi :

1. Belanja
Honorarium
17.280.000

2. Belanja Mamin
2.880.000

3. Belanja
Penggandaan
6.226.023

4. Belanja SPPD
14.774.400

5. Upah pekerja
489.850.000

74

1.04.02.

1.03.00

Pembangunan
Rumah Khusus
beserta PSU bagi
Korban Bencana
Provinsi

60
Unit
Ruma

363 Unit
Rumah

363 Unit
Rumah

363 Unit
Rumah

4,500,000,
000

4,485,00
0,000

4,457,25
0,800

4,457,250,
800

4,457,250,
800

4,457,
250,80

4,457,250
,800

Efisiensi :

1. Belanja
Honorarium
3.720.000

2. Belanja Mamin
1.440.000

3. Belanja SPPD
20.719.200




1.04.02.

Pendistribusian dan
Serah Terima
Rumah bagi Korban

75 104 Bencana atau 100 100 100 100 150,000,00 | 105,910, | 87,038,0 | 87,038,00 : 87,038,000 87,038 | 87,038,00
- 0 000 00 0 ,000 0
Relokasi Program
Provinsi
Efisiensi :
1. Belanja
Honorarium
Koordinasi dan 2'800'00.0 .
L0400 | Sinkronisas » L 910,0 28 284,40 28 284,40 2'2%%%%8Mamm
76 | 1.04.00 Lapora | 1Laporan | 1 Laporan 55,910, 47,284,4 | 47,284,4 47,284 | 47,284,4 1.200.
04 Egpg;l;r:aggaraan n Laporan 50,000,000 00 00 0 47,284,400 400 0 3. Belanja
Penggandaan
281.600
4. Belanja SPPD
4.344.600
Efisiensi :
1. Belanja
Honorarium
Penatausahaan 3-440-0Q0 .
1.04.02. Serah Terima Rumah 1 1 1 1 2. Belanja Mamin
77 3.04.00 bagi Korban Bencana Doku Dokumen Dokumen Dokumen 100,000,00 | 50,000,0 | 39,753,6 | 39,753,60 39,753,600 39,753 | 39,753,60 1.920.00_0
7 S men 0 00 00 0 ,600 0 3. Belanja
Provinsi
Penggandaan
604.800
4. Belanja SPPD
4.281.600
PROGRAM - 7373
78 | 1.04.03 KAWASAN 160 160 160 160 175,450,00 | 9,287,81 | 6,998,70 | 7,473,481, | 100,000,00 | 7,373,481, 4é14é 7,373,481
PERMUKIMAN 0,000 8,653 5,838 424 0 424 4 424
Penataan Kawasan
Permukiman Kumuh
79 | TO03 ?Seg[?:‘ltr';)“ﬁz igmpai 100 100 100 100 1,050,000, | 650,000, | 639,706, | 639,706,1 ) 639,706,15 | 639,70 | 639,706,1
: 000 000 150 50 0 6,150 50

dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha




Efisiensi :
1. Belanja
Honorarium
1.360.000
1.04.03. | Penyusunan/Review/ 1 1 1 1 Iileiela:ﬁaan
1.01.00 Legalisasi Kebijakan Doku 500,000,00 | 335,734, | 327,092, 327,092,1 327,092,15 | 327,09 | 327,092,1 99
- Dokumen Dokumen Dokumen 1.200.000
08 Bidang PKP men 0 000 150 50 0 2,150 50 ;
3. Belanja SPPD
864.000
4. Tenaga
Pendukung
5.217.850
Penatausahaan
Serah Terima Rumah
Baru Layak Huni bagi
1.04.03. | pasyarakatd 1
1.01.00 Permukiman Kumuh Doku 0 0 0 50,000,000 - - - - - -
12 men
dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai
dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha
. 1
10403 | Qo aeyaraka | Kelom
1.01.00 ; ya Masy pok 0 0 0 100,000,00
di Permukiman - - - - - -
14 Masya 0
Kumuh
rakat
Koordinasi dan Eflsglgﬂ'aj\
1.04.03. | Sinkronisasi 1 1 H.onorargum
1.01.00 Penyelenggaraan Lapora | 1Laporan | 1 Laporan 300,000,00 | 314,266, 312,614, 312,614,0 312,614,00 | 312,61 | 312,614,0
Laporan 680.000
17 Kawasan n 0 000 000 00 0 4,000 00 .
Permukiman 2. Belanja SPPD
972.000
Penyadaran Publik
1.04.03.
101,00 | Fencegahan Tumbuh | 50 0 0 0 100,000,00
dan Berkembangnya Orang - - - - - -
18 . 0
Permukiman kumuh
Peningkatan
Kualitas Kawasan
1.04.03 Permukiman Kumuh - 6.733
85 1'02' " | dengan Luas 10 100 100 100 100 174,400,00 | 8,637,81 | 6,358,99 | 6,833,775, | 100,000,00 | 6,733,775, 7%5 2% 6,733,775
: (Sepuluh) Ha sampai 0,000 8,653 9,688 274 0 274 4 274
dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha
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1.04.03.
1.02.00
02

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengendalian
Penyelenggaraan
Pemugaran/
Peremajaan/
Pemukiman Kembali
Permukiman Kumuh
dan Rumah Tidak
Layak Huni untuk
Pencegahan
Terhadap Tumbuh
dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh
dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai
dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha

1
Lapora
n

200,000,00
0

87

1.04.03.
1.02.00
03

Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni
dalam Kawasan
Permukiman dengan
Luas 10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di
Bawah 15 (Lima
Belas) Ha

80
Unit
Ruma

26 Unit
Rumah

26 Unit
Rumah

26 Unit
Rumah

69,500,000
,000

2,300,00
0,000

2,283,41
9,200

2,283,419,
200

2,283,419,
200

2,283,
419,20

2,283,419
,200

Efisiensi :

1. Belanja Mamin
3.080.000

2. Belanja SPPD
13.500.000

88

1.04.03.
1.02.00
14

Pelaksanaan
Pemugaran Kawasan
Permukiman Kumuh
dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai
dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha

54,33
Ha

22,06 Ha

2,30 Ha

2,30 Ha

104,700,00
0,000

6,337,81
8,653

4,075,58
0,488

4,550,356,
074

100,000,00
0

4,450,356,
074

4,450,
356,07

4,450,356
,074

Efisiensi :

1. Belanja Mamin
3.196.800

2. Belanja SPPD
51.568.000

3. Sisa pekerjaan
fisik
2.207.473.365

89

1.04.05

PROGRAM
PENINGKATAN
PRASARANA,
SARANA DAN
UTILITAS UMUM
(PSU)

94.48

94.48

94.48

94.48

109,000,00
0,000

320,465,
785,148

319,244,
998,869

319,689,4
76,369

79,903,000,
000

399,592,47
6,369

399,59
2,476,
369

399,214,4
76,369

90

1.04.05.
1.01

Urusan
Penyelenggaraan
PSU Permukiman

100

100

100

100

109,000,00
0,000

320,465,
785,148

319,244,
998,869

319,689,4
76,369

79,903,000,
000

399,592,47
6,369

399,59
2,476,
369

399,214,4
76,369




91

1.04.05.

1.01.00
01

Perencanaan
Penyediaan PSU
Permukiman

Doku
men

6
Dokumen

6
Dokumen

6
Dokumen

300,000,00
0

779,571,
800

725,603,
080

725,603,0
80

725,603,08
0

725,60
3,080

725,603,0
80

Efisiensi :

1. Belanja Mamin
1.920.000

2. Belanja
Penggandaan
6.662.720

3. Belanja SPPD
604.800

4. Tenaga
Pendukung
36.181.200

5. Sisa kontrak
8.600.000

92

1.04.05.

1.01.00
02

Penyediaan
Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum di
Permukiman untuk
Menunjang Fungsi
Permukiman

500
Lokasi

1483
Lokasi

1481
lokasi

1872
lokasi

100,000,00
0,000

294,444,
516,348

293,476,
159,289

293,920,6
36,789

79,903,000,
000

373,823,63
6,789

373,82
3,636,
789

368,445,6
36,789

Efisiensi :

1. Belanja Mamin
1.440.000

2. Belanja
Penggandaan
278.039.859

3. Belanja SPPD
182.807.200

4. Pekerjaan yg
tidak dapat
dilaksanakan
378.000.000

5. Sisa kontrak
masjid
128.070.000

93

1.04.05.

1.01.00
03

Koordinasi dan
Sinkronisasi dalam
rangka Penyediaan
Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum
Permukiman

50
Lapora
n

226
Laporan

226
Laporan

282
Laporan

8,500,000,
000

25,094,7
97,000

24,935,7
81,100

24,935,78
1,100

24,935,781
,100

24,935
,781,1

29,935,78
1,100

Efisiensi :

1. Belanja Mamin
17.521.200

2. Belanja
Penggandaan
61.691.600

3. Belanja SPPD
48.496.000

4. Tenaga
pendukung
31.307.100




Efisiensi :

1. Belanja
Honorarium
e 3.300.000
1.04.05. gggng‘;;]gﬁnpsu 1 1 2. Belanja Mamin
94 | 1.01.00 Permukiman dari Lapora | 1 Laporan | 1 Laporan Laporan 200,000,00 | 146,900, 107,455, 107,455,4 107,455,40 | 107,45 | 107,455,4 | 10.320.000
04 n 0 000 400 00 0 5,400 00 3. Belanja
Pengembang
Penggandaan
17.605.200
4. Belanja SPPD
6.266.400
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
SERTIFIKASI,
KUALIFIKASI,
95 | 1.04.06 KLASIFIKASI, DAN 100 100 100 100 200,000,00 | 117,200, | 98,711,8 | 98,711,88 98.711.880 98,711 | 98,711,88
REGISTRASI 0 000 80 0 e ,880 0
BIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
Sertifikasi dan
Registrasi bagi
Orang atau Badan
Hukum yang
Melaksanakan
1.04.06 Perancangan dan
96 1'01' " | Perencanaan Rumah 100 100 100 100 200,000,00 | 117,200, | 98,711,8 | 98,711,88 98.711.880 98,711 | 98,711,88
’ serta Perencanaan 0 000 80 0 ’ ’ ,880 0
Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum
PSU Tingkat
Kemampuan
Menengah
Efisiensi :
1. Belanja
Koordinasi dan Honorarium
Sinkronisasi 1.400.000
1.04.06. | Penerbitan Sertifikasi 1 1 2. Belanja Mamin
97 1.01.00 dan Registrasi Lapora | 1 Laporan | 1 Laporan Laporan 200,000,00 | 117,200, 98,711,8 98,711,88 08.711.880 98,711 | 98,711,88 | 532.000
01 Pengembang n P 0 000 80 0 e ,880 0 3. Belanja
Perumahan dengan Penggandaan
Kualifikasi Menengah 2.809.320
4. Belanja SPPD
7.468.800




98

2.10.03

PROGRAM
PENGADAAN
TANAH UNTUK
KEPENTINGAN
UMuUM

100

100

100

100

200,000,00
0

100,000,
000

74,000,4
00

74,000,40
0

74,000,400

74,000
,400

74,000,40
0

99

2.10.03.

1.01

Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan
Umum di Wilayah
Provinsi

100

100

100

100

200,000,00
0

100,000,
000

74,000,4
00

74,000,40
0

74,000,400

74,000
,400

74,000,40
0

100

2.10.08.

1.01.00

Pemberitahuan,
Pendataan Awal
Lokasi, Konsultasi
Publik Rencana
Pembangunan dan
Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan
Umum

Doku
men

1
Dokumen

1
Dokumen

1
Dokumen

200,000,00
0

100,000,
000

74,000,4
00

74,000,40
0

74,000,400

74,000
,400

74,000,40
0

Efisiensi :

1. Belanja
Honorarium
4.680.000

2. Belanja Mamin
5.400.000

3. Belanja
Penggandaan
5.043.200

4. Belanja SPPD
10.876.400

101

2.10.06

PROGRAM
REDISTRIBUSI
TANAH DAN GANTI
KERUGIAN TANAH
KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE

100

100

100

100

300,000,00
0

50,000,0
00

37,840,0
00

37,840,00
0

37,840,000

37,840
,000

37,840,00
0

102

2.10.06.

1.01

Penetapan Subyek
dan Obyek
Redistribusi Tanah
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

100

100

100

100

300,000,00
0

50,000,0
00

37,840,0
00

37,840,00
0

37,840,000

37,840
,000

37,840,00
0

103

2.10.06.

1.01.00
02

Koordinasi Penetapan
Redistribusi Tanah
Objek Reforma
Agraria Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Doku
men

150,000,00
0




Efisiensi :

1. Belanja
Koordinasi dan Honorarium
Sinkronisasi 5.040.000
2.10.06. | Penataan Akses 1 1 Berita 1 Berita 1 Berita 2. Belanja Mamin
104 | 1.01.00 dalam Pemanfaatan Berita Acara Acara Acara 150,000,00 | 50,000,0 | 37,840,0 | 37,840,00 37.840.000 37,840 | 37,840,00 | 600.000
03 Redistribusi Tanah Acara 0 00 00 0 e ,000 0 3. Belanja
Lintas Daerah Penggandaan
Kabupaten/Kota 1.956.000
4. Belanja SPPD
4.564.000
PROGRAM
105 | 2.10.10 PENATAGUNAAN 100 100 100 100 300,000,00 | 50,000,0 | 34,622,6 | 34,622,68 : 34.622 680 34,622 | 34,622,68
TANAH 0 00 80 0 T ,680 0
Perencanaan
Penggunaan Tanah
2.10.10 yang Hamparannya
106 1'01' " | Lintas Daerah 100 100 100 100 300,000,00 | 50,000,0 | 34,622,6 | 34,622,68 ) 34.622.680 34,622 | 34,622,68
’ Kabupaten/Kota 0 00 80 0 e ,680 0
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
220.10. | G :
107 | 1.01.00 Lapora 0 0 0 150,000,00
o1 Perencanaan n 0 - - - - - -
Penggunaan Tanah
Efisiensi :
1. Belanja
Honorarium
Koordinasi dan 3.617.320
2.10.10. | Sinkronisasi 1 1 1 1 2. Belanja Mamin
108 | 1.01.00 Pelaksanaan Doku 150,000,00 | 50,000,0 | 34,622,6 | 34,622,68 34,622 | 34,622,68 | 6.000.000
02 Konsolidasi Tanah men Dokumen Dokumen Dokumen 0 00 80 0 34,622,680 ,680 0 3. Belanja
Kewenangan Provinsi Penggandaan
2.215.200
4. Belanja SPPD
2.544.800
302,163, | 391,768,4 | 80,546,760, | 472,31524 | 47231 | 4723152
325,066,30 | 396,230, | gg5815 | gg.401 “o00 | 9401 | 2249 | 9401
Jumlah 4,000 867,046 ’ ' ' 401 '




Tabel 2.9 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Perubahan

PAGU +/- Keterangan
NO Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyempurnaan
< 2 2 APBD 2024 | RKAPerubahan | o A'perhahan
2024
2024
1 | 10401 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 30,472,905,897 | 29,880,432,399 30,258,432,399
T PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 378,000,000
Perencanaan, Penganggaran, dan 1,460,000,000 1,464,009,858 1,464,009,858
2 |1.04.01.1.01 oo
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah =
594,000,000 500,027,006 500,027,006
3 1.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah -
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000
4 | 1.04.01.1.01.0002 RKA- SKPD )
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000
5 |1.04.01.1.01.0003 | o o K A-SKPD )
6 | 1.04.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ]
7 | 1.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 15,000,000 15,000,000 15,000,000
DPA- SKPD -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 460,000,000 597,361,540 597,361,540
8 | 1.04.01.1.01.0006 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi )
Kinerja SKPD
9 |1.04.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 346,000,000 306,621,312 306,621,312 _
10 | 1.04.01.1.02 ggénr;ustraa Keuangan Perangkat 18,333,628,497 17,583,074,952 17,583,074,952 )
11 | 1.04.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17,033,628,497 | 16,253,644,000 | 16,253,644,000 -
12 | 1.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 650,000,000 650,000,000 650,000,000 -
Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan 500,000,000 500,000,000 500,000,000 -
13 1 1.04.01.1.02.0003 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
14 | 1.04.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -

SKPD




Koordinasi dan Penyusunan Laporan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 -
15 1 1.04.01.1.02.0005 Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -
16 | 1.04.01.1.02.0006 Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 100,000,000 129,430,952 129,430,952 -
17 | 1.04.01.1.02.0007 | Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
18 | 1.04.01.1.02.0008 Penyusu_nan Pe_Iapc_)ran dan Analisis 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah 275,000,000 214,776,290 214,776,290 -
19 pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 50,000,000 42,098,280 42,098,280 -
20 | 1.04.01.1.03.0001 Barang Milik Daerah SKPD
21 | 1.04.01.1.03.0002 gir;%imanan Barang Milik Daerah 50,000,000 69,747,000 69,747,000 -
22 | 1.04.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik 90,000,000 63,761,560 63,761,560 -
Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 15,000,000 11,347,000 11,347,000 -
23 | 1.04.01.1.03.0005 Barang Milik Daerah pada SKPD
24 | 1.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah 70,000,000 27,822,450 27,822,450 -
pada SKPD
o5 | 1.04.01.1.05 ggglrg“straa Kepegawaian Perangkat 600,000,000 511,765,880 511,765,880 -
26 | 1.04.01.1.05.0002 Pepgadaan Pakaian Dinas Beserta 200,000,000 199,000,000 199,000,000 -
Atribut Kelengkapannya
27 | 1.04.01.1.05.0003 Pendataan' dan Pengolahan Administrasi 50,000,000 32,737,600 32,737,600 -
Kepegawaian
28 | 1.04.01.1.05.0004 Koordlna_5| dan Pelalfsanaan Sistem 200,000,000 187,276,280 187,276,280 -
Informasi Kepegawaian
29 | 1.04.01.1.05.0005 M_onlt_orlng, EvaI_uaS|, dan Penilaian 50,000,000 32,752,000 32,752,000 -
Kinerja Pegawai
30 | 1.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Peggwal 100,000,000 60,000,000 60,000,000 -
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
31 | 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,505,258,400 2,602,820,080 2,980,820,080 | 378,000,000
i i 160,802,000 159,760,400 159,760,400 -
32 | 1.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor




33 | 1.04.01.1.06.0002 Egg{c()erdlaan Peralatan dan Perlengkapan 469,456,400 566,026,040 566,026,040 -
34 | 1.04.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30,000,000 28,304,000 28,304,000 -
i 60,000,000 82,640,000 82,640,000 -
35 | 1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
i 45,000,000 43,093,440 43,093,440 -
36 | 1.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
37 | 1.04.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material 1,175,000,000 1,250,738,800 1,628,738,800 378,000,000 Penambahan_
untuk advetorial
38 | 1.04.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu 50,000,000 45,280,000 45,280,000 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 300,000,000 246,149,400 246,149,400 i
39 | 1.04.01.1.06.0009 Konsultasi SKPD
40 | 1.04.01.1.06.0010 gﬁrll:gausahaan Arsip Dinamis pada 150,000,000 133,960,000 133,960,000 -
Dukungan Pelaksanaan Sistem 65,000,000 46,868,000 46,868,000 -
41 | 1.04.01.1.06.0011 | Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD
i 125,000,000 576,663,200 576,663,200 -
42 | 1.04.01.1.07 Pengagjaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
43 | 1.04.01.1.07.0002 Pengad_aan Kendaraan Dinas ) } B )
Operasional atau Lapangan
44 | 1.04.01.1.07.0006 E:irr:%?gaan Peralatan dan Mesin 125,000,000 576,663,200 576,663,200 -
g ; 4,490,000,000 4,450,200,768 4,450,200,768 -
45 | 1.04.01.1.08 Penye(_:ilaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
46 | 1.04.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50,000,000 47,320,000 47,320,000 -
47 | 1.04.01.1.08.0002 Penyed_|aan Ja_sa _Komumkash Sumber 550,000,000 549,840,000 549,840,000 -
Daya Air dan Listrik
48 | 1.04.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan 40,000,000 38,264,000 38,264,000 -
Perlengkapan Kantor
49 | 1.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 3,850,000,000 3,814,776,768 3,814,776,768 -

Kantor




50

1.04.01.1.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

2,684,019,000

2,477,121,371

2,477,121,371

51

1.04.01.1.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

183,370,000

180,813,200

180,813,200

52

1.04.01.1.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

1,221,550,000

1,122,256,171

1,122,256,171

53

1.04.01.1.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

488,623,000

335,560,000

335,560,000

54

1.04.01.1.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

490,476,000

539,084,000

539,084,000

55

1.04.01.1.09.0010

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

300,000,000

299,408,000

299,408,000

56

1.04.02

PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

35,687,157,348

35,223,684,249

35,223,684,249

57

1.04.02.1.01

Pendataan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi Program Provinsi

740,000,000

937,136,000

937,136,000

58

1.04.02.1.01.0002

Identifikasi Lahan-Lahan Potensial
sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

110,000,000

309,805,600

309,805,600

59

1.04.02.1.01.0003

Pengumpulan Data Rumah Korban
Bencana Kejadian Sebelumnya yang
Belum Tertangani

110,000,000

108,900,800

108,900,800

60

1.04.02.1.01.0006

Pendataan Rumah Sewa Milik
Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah
Khusus

110,000,000

110,000,000

110,000,000

61

1.04.02.1.01.0007

Pendataan dan Verifikasi Calon
Penerima Rumah bagi Masyarakat yang
Terkena Relokasi Program Provinsi

50,000,000

62

1.04.02.1.01.0008

Identifikasi Perumahan di Lokasi yang
Berpotensi Terkena Relokasi Program
Provinsi

50,000,000

100,000,000

100,000,000




63

1.04.02.1.01.0009

Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah
Akibat Bencana Provinsi

100,000,000

98,561,600

98,561,600

64

1.04.02.1.01.0010

Pendataan dan Verifikasi Calon
Penerima Rumah bagi Korban Bencana
Provinsi

100,000,000

99,868,000

99,868,000

65

1.04.02.1.01.0011

Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan
Bencana Provins

110,000,000

110,000,000

110,000,000

66

1.04.02.1.02

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan
dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program
Provinsi

345,444,000

329,982,940

329,982,940

67

1.04.02.1.02.0001

Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan
dan Rehabilitasi Rumah kepada
Masyarakat/Sukarelawan Tanggap
Bencana

86,080,000

79,286,400

79,286,400

68

1.04.02.1.02.0004

Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas,
Tim Pendamping dan Fasilitator

220,604,000

214,735,740

214,735,740

69

1.04.02.1.02.0006

Koordinasi untuk Menyepakati Penerima
dan Jenis Pelayanan

38,760,000

35,960,800

35,960,800

70

1.04.02.1.03

Pembangunan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi

34,495,803,348

33,869,527,309

33,869,527,309

71

1.04.02.1.03.0001

Rehabilitasi Rumah bagi Korban
Bencana

2,235,924,390

2,618,407,974

2,618,407,974

72

1.04.02.1.03.0004

Pembangunan Rumah bagi Korban
Bencana

27,774,878,958

26,793,868,535

26,793,868,535

73

1.04.02.1.03.0012

Pembangunan Rumah Khusus beserta
PSU bagi Korban Bencana Provinsi

4,485,000,000

4,457,250,800

4,457,250,800

Perbaikan
Rincian

74

1.04.02.1.04

Pendistribusian dan Serah Terima
Rumah bagi Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi

105,910,000

87,038,000

87,038,000

75

1.04.02.1.04.0004

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan Perumahan

55,910,000

47,284,400

47,284,400

76

1.04.02.1.04.0007

Penatausahaan Serah Terima Rumah
bagi Korban Bencana Provinsi

50,000,000

39,753,600

39,753,600

77

1.04.03

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

9,287,818,653

7,373,481,424

7,373,481,424




78

1.04.03.1.01

Penataan Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha
sampai dengan di Bawah 15 (Lima
Belas) Ha

650,000,000

639,706,150

639,706,150

79

1.04.03.1.01.0008

Penyusunan/Review/Legalisasi
Kebijakan Bidang PKP

335,734,000

327,092,150

327,092,150

80

1.04.03.1.01.0012

Penatausahaan Serah Terima Rumah
Baru Layak Huni bagi Masyarakat di
Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

81

1.04.03.1.01.0014

Pembinaan Kelompok Swadaya
Masyarakat di Permukiman Kumuh

82

1.04.03.1.01.0017

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

314,266,000

312,614,000

312,614,000

83

1.04.03.1.01.0018

Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh
dan Berkembangnya Permukiman
kumuh

84

1.04.03.1.02

Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

8,637,818,653

6,733,775,274

6,733,775,274

85

1.04.03.1.02.0002

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan
Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman
Kembali Permukiman Kumuh dan
Rumah Tidak Layak Huni untuk
Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman Kumuh
dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai
dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

86

1.04.03.1.02.0003

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
dalam Kawasan Permukiman dengan
Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Belas) Ha

2,300,000,000

2,283,419,200

2,283,419,200

87

1.04.03.1.02.0014

Pelaksanaan Pemugaran Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas 10

6,337,818,653

4,450,356,074

4,450,356,074




(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah
15 (Lima Belas) Ha

88

1.04.05

PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)

320,465,785,148

399,592,476,369

399,214,476,369

378,000,000

89

1.04.05.1.01

Urusan Penyelenggaraan PSU
Permukiman

320,465,785,148

399,592,476,369

399,214,476,369

378,000,000

90

1.04.05.1.01.0001

Perencanaan Penyediaan PSU
Permukiman

779,571,800

725,603,080

725,603,080

91

1.04.05.1.01.0002

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum di Permukiman untuk
Menunjang Fungsi Permukiman

294,444,516,348

373,823,636,789

368,445,636,789

5,378,000,000

Perubahan
Pagu untuk
Pengawasan

92

1.04.05.1.01.0003

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
rangka Penyediaan Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum Permukiman

25,094,797,000

24,935,781,100

29,935,781,100

5,000,000,000

Perubahan
Pagu untuk
Pengawasan

93

1.04.05.1.01.0004

Verifikasi dan Penyerahan PSU
Permukiman dari Pengembang

146,900,000

107,455,400

107,455,400

94

1.04.06

PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN SERTIFIKASI,
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN
REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

117,200,000

98,711,880

98,711,880

95

1.04.06.1.01

Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang
atau Badan Hukum yang
Melaksanakan Perancangan dan
Perencanaan Rumah serta
Perencanaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum PSU Tingkat
Kemampuan Menengah

117,200,000

98,711,880

98,711,880

96

1.04.06.1.01.0001

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan
Sertifikasi dan Registrasi Pengembang
Perumahan dengan Kualifikasi
Menengah

117,200,000

98,711,880

98,711,880

97

2.10.03

PROGRAM PENGADAAN TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

100,000,000

74,000,400

74,000,400




98

2.10.03.1.01

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum di Wilayah
Provinsi

100,000,000

74,000,400

74,000,400

99

2.10.03.1.01.0001

Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi,
Konsultasi Publik Rencana
Pembangunan dan Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum

100,000,000

74,000,400

74,000,400

100

. 2.10.06

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH
DAN GANTI KERUGIAN TANAH
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH
ABSENTEE

50,000,000

37,840,000

37,840,000

101

2.10.06.1.01

Penetapan Subyek dan Obyek
Redistribusi Tanah Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

50,000,000

37,840,000

37,840,000

102

2.10.06.1.01.0002

Koordinasi Penetapan Redistribusi
Tanah Objek Reforma Agraria Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

103

2.10.06.1.01.0003

Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan
Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi
Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota

50,000,000

37,840,000

37,840,000

104

2.10.10

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

50,000,000

34,622,680

34,622,680

105

2.10.10.1.01

Perencanaan Penggunaan Tanah
yang Hamparannya Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

50,000,000

34,622,680

34,622,680

106

2.10.10.1.01.0001

Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Penggunaan Tanah

107

2.10.10.1.01.0002

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
Kewenangan Provinsi

50,000,000

34,622,680

34,622,680

Jumlah

396,230,867,046

472,315,249,401

472,315,249,401




2.3. Perubahan Perjanjian Kinerja 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/
perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemerintah Daerah

Banten telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 seperti terlihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten Tahun 2024

SASARAN INDIKATOR TARGET
NO SATUAN
STRATEGIS KINERJA MURNI | PERUBAHAN
1 Meningkatnya Capaian SAKIP Nilai 70-80 70-80
Akuntabilitas Kinerja | (Sistem Akuntabilitas
Penyelenggaraan Kinerja Instansi
Pemerintahan Pemerintah)

Perangkat Daerah

2 Meningkatnya Cakupan lingkungan Persen 94,48 99,44
Kualitas Rumah, permukiman yang
Penataan Kawasan | sehat dan aman yang
Permukiman yang didukung dengan PSU
Layak dan Tata
Kelola Pertanahan

Persentase Rumah Persen 60,85 77
Tangga yang
Menghuni Rumah

Layak dan Terjangkau

Luasan Permukiman Ha 160 160
Kumuh

Persentase Persen 100 100

Pemenuhan Sub
Urusan Pertanahan

Sedangkan Perjanjian Kinerja struktural Esselon 2 pada indikator Persentase penyediaan
prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) dan indikator permukiman terdapat
perubahan dari perjanjian kinerja murni ke perjanjian kinerja perubahan. Ketercapaian
kinerja pada tahun 2024 sehingga perlu penyesuain target kinerja pada tahun 2024.
Target tersebut dilakukan pada perkin perubahan.

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Sekretaris Dinas dengan mengampu

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.



Tabel 2.11

Perkin Esselon 3 Sekretaris

Sasaran Target Target
No | Program/Kegiatan/Sub | Indikator Kinerja | Satuan Sebelum Setelah
Kegiatan Perubahan | Perubahan
Sasaran Program:
1 | Tersusunnya Dokumen Persentase Persen 100 100
Perencanaan Ketercapaian dari
Pembangunan Daerah Seluruh Kegiatan
yang berkualitas dan pada Program
tepat waktu, serta Penunjang Urusan
terfasilitasinya penunjang | Pemerintahan
urusan Perumahan Daerah Provinsi
Rakyat dan Kawasan
Permukiman yang tepat
waktu
Sasaran Kegiatan:
1 | Tercapainya Kegiatan Persentase Persen 100 100
Perencanaan, Ketercapaian
Penganggaran, dan Kegiatan
Evaluasi Kinerja Perencanaan,
Perangkat Daerah yang Penganggaran,
tepat waktu dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah
2 | Tercapainya Kegiatan Persentase Persen 100 100
Administrasi Keuangan ketercapaian
perangkat daerah yang administrasi
tepat waktu keuangan
perangkat daerah
Sasaran Sub Kegiatan:
1 | Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Dokum 2 2
Perencanaan Perangkat | Perencanaan en
Daerah Perangkat Daerah
2 | Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Dokum 2 2
RKA-SKPD dan Laporan | RKA-SKPD dan en
Hasil Koordinasi Laporan Hasil
Penyusunan Dokumen Koordinasi
RKA-SKPD Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
3 | Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Dokum 2 2
Perubahan RKASKPD Perubahan en
dan Laporan Hasil RKASKPD dan
Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil
Dokumen Perubahan Koordinasi
RKASKPD Penyusunan
Dokumen

Perubahan RKA -
SKPD




4 | Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Dokum 2 2
DPA-SKPD dan Laporan | DPA-SKPD dan en
Hasil Koordinasi Laporan Hasil
Penyusunan Dokumen Koordinasi
DPA-SKPD Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
5 | Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Dokum 2 2
Perubahan DPASKPD Perubahan en
dan Laporan Hasil DPASKPD dan
Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil
Dokumen Perubahan Koordinasi
DPASKPD Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA -
SKPD
6 | Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Lapora 12 12
Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja n
Ikhtisar Realisasi Kinerja | dan Ikhtisar
SKPD dan Laporan Hasil | Realisasi Kinerja
Koordinasi Penyusunan SKPD dan
Laporan Capaian Kinerja | Laporan Hasil
dan Ikhtisar Realisasi Koordinasi
Kinerja SKPD Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerj
7 | Terlaksananya Evaluasi Jumlah Laporan Lapora 4 4
Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja n
Daerah Perangkat Daerah
8 | Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang Orang/ 58 58
Tunjangan ASN yang Menerima Bulan
Gaji dan
Tunjangan ASN
9 | Tersedianya Administrasi | Jumlah Dokumen Dokum 12 12
Pelaksanaan Tugas ASN | Hasil Penyediaan en
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN
10 | Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokum 11 11
Penatausahaan dan Penatausahaan en
Pengujian/Verifikasi dan
Keuangan SKPD Pengujian/Verifika
si Keuangan
SKPD
11 | Terlaksananya Koordinasi | Jumlah Dokumen Dokum 12 12
dan Pelaksanaan Hasil Koordinasi en

Akuntansi SKPD

dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD




Prognosis Realisasi
Anggaran

Analisis Prognosis
Realisasi
Anggaran

12 | Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Lapora 1 1
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir n
SKPD dan Laporan Hasil | Tahun SKPD dan
Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil
Laporan Keuangan Akhir | Koordinasi
Tahun SKPD Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
13 | Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Dokum 1 1
Bahan Tanggapan Bahan Tanggapan en
Pemeriksaan dan Tindak | Pemeriksaan dan
Lanjut Pemeriksaan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
14 | Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Lapora 18 18
Keuangan Bulanan/ Keuangan n
Triwulanan/Semesteran Bulanan/
SKPD dan Laporan Triwulanan/Semes
Koordinasi Penyusunan teran SKPD dan
Laporan Keuangan Laporan
Bulanan/Triwulanan/Sem | Koordinasi
esteran SKPD Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
15 | Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Dokum 1 1
Pelaporan dan Analisis Pelaporan dan en

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Kepala Bidang Perumahan dengan mengampu

program pengembangan perumahan

Tabel 2.12

Perkin Eseon 3 Kepala Bidang Perumahan

relokasi program
Provinsi

program Provinsi

Sasaran Target Target
No | Program/Kegiatan/Sub | Indikator Kinerja | Satuan Sebelum Setelah
Kegiatan Perubahan | Perubahan
Sasaran Program:
1 Optimalnya penyediaan | Presentase % 62,34 77,00
rumah bagi korban Penyediaan
bencana dan terdampak | Rumah korban
relokasi program bencana skala
Provinsi Provinsi
2 | Optimalnya penyediaan | Presentase % 50 50
rumah bagi korban relokasi rumah
bencana dan terdampak | terdampak




3 | Optimalnya Sertifikasi Persentase Persen 100 100
dan Registrasi bagi Sertifikasi dan
Orang atau Badan Registrasi bagi
Hukum yang Orang atau
Melaksanakan Badan Hukum
Perancangan dan yang
Perencanaan Rumah Melaksanakan
serta Perencanaan Perancangan dan
Prasarana, Sarana dan Perencanaan
Utilitas Umum PSU Rumah serta
Tingkat Kemampuan Perencanaan
Menengah Prasarana,
Sarana dan Ut
Sasaran Kegiatan:
1 Tercapainya Kegiatan Persentase Persen 100 100
Pendataan Penyediaan | Ketercapaian
dan Rehabilitasi Rumah | Pendataan
Korban Bencana atau Penyediaan dan
Relokasi Program Rehabilitasi
Provinsi Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi
Program Provinsi
2 | Tercapainya Kegiatan Persentase Persen 100 100
Sosialisasi dan Ketercapaian
Persiapan Penyediaan Sosialisasi dan
dan Rehabilitasi Rumah | Persiapan
Korban Bencana atau Penyediaan dan
Relokasi Program Rehabilitasi
Provinsi Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi
Program Provinsi
(%)
3 | Tercapainya Kegiatan Persentase Persen 100 100
Pembangunan dan Pembangunan
Rehabilitasi Rumah dan Rehabilitasi
Korban Bencana atau Rumah Korban
Relokasi Program Bencana atau
Provinsi Relokasi
Program Provinsi
4 | Tercapainya Kegiatan Persentase Persen 100 100

Pendistribusian dan
Serah Terima Rumah
bagi Korban Bencana
atau Relokasi Program
Provinsi

Ketercapaian
Pendistribusian
dan Serah Terima
Rumah bagi
Korban Bencana
atau Relokasi
Program Provinsi




5 | Tercapainya Kegiatan Persentase orang | Persen 100 100
Sertifikasi dan Registrasi | atau badan
bagi Orang atau Badan Badan Hukum
Hukum yang yang
Melaksanakan Melaksanakan
Perancangan dan Perancangan dan
Perencanaan Rumah Perencanaan
serta Perencanaan Rumah serta
Prasarana, Sarana dan Perencanaan
Utilitas Umum PSU Prasarana,
Tingkat Kemampuan Sarana dan
Menengah Utilitas Umum
PSU Tingkat
Kemampuan
Menengah yang
tersertifikasi dan
teregiistrasi
Sasaran Sub Kegiatan:
1 Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen | Dokum 1 1
Data Lahan Potensial Data Lahan yang en
sebagai Lokasi Relokasi | Potensial sebagai
Perumahan Lokasi Relokasi
Perumahan
2 | Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen | Dokum 1 1
Data Rumah Korban Data Rumah en
Bencana Kejadian Korban Bencana
Sebelumnya yang Belum | Kejadian
Tertangani Sebelumnya
yang Belum
Tertangani
3 | Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen | Dokum 1 1
Data Rumah Sewa Milik | Data Rumah en
Masyarakat, Rumah Sewa Milik
Susun, dan Rumah Masyarakat,
Khusus Rumah Susun,
dan Rumah
Khusus
4 | Tersusun dan Jumlah Dokumen | Dokum 1 1
Terverifikasinya Data Bakal Calon en
Dokumen Data Bakal Penerima Rumah
Calon Penerima Rumah | bagi Masyarakat
bagi Masyarakat yang yang Terkena
Terkena Relokasi Relokasi
Program Provins Program Provinsi
5 | Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen | Dokum 1 1
Data Rumah di Lokasi Data Rumah di en
yang Berpotensi Terkena | Lokasi yang
Relokasi Program Berpotensi
Provinsi Terkena Relokasi
Program Provinsi
6 | Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen | Dokum 1 1
Data Rumah Terkena Data Rumah en

Bencana Provinsi

yang Terkena
Bencana Provinsi




Berdasarkan Tingkat Berdasarkan
Kerusakan Rumah Tingkat
Kerusakan
Rumah
7 | Tersusun dan Jumlah Dokumen | Dokum 1 1
Terverifikasinya Data Bakal Calon en
Dokumen Data Bakal Penerima Rumah
Calon Penerima Rumah | bagi Korban
bagi Korban Bencana Bencana Provinsi
Provinsi yang Terverifikasi
8 | Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen | Dokum 1 1
Data Rumah di Lokasi Data Rumah di en
Rawan Bencana Lokasi Rawan
Provinsi Bencana Provinsi
9 | Tersosialisasinya Jumlah Orang 60 60
Standar Teknis Orang/Sukarelaw
Penyediaan dan an yang
Rehabilitasi Rumah Mengikuti
Korban Bencana kepada | Sosialisasi
Masyarakat/Sukarelawa | Standar Teknis
n Tanggap Bencana Penyediaan dan
Rehabilitasi
Rumah Korban
Bencana
10 | Terlaksananya Jumlah Orang Orang 100 100
Pembentukan dan pada Tim Satgas,
Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping,
Tim Pendamping, dan dan Fasilitator
Fasilitator yang Terbentuk
dan Terlatih
11 | Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen | Dokum 1 1
Data Penerima Bantuan | Data Penerima en
Berdasarkan Jenis Bantuan
Layanan Berdasarkan
Jenis Layanan
12 | Terehabilitasinya Rumah | Jumlah Rumah Unit 38 42
bagi Korban Bencana Korban Bencana | Rumah
Provinsi Provinsi yang
Terehabilitasi
13 | Terbangunnya Rumah Jumlah Rumah Unit 176 176
bagi Korban Bencana bagi Korban Rumah
Provinsi Bencana Provinsi
yang Terbangun
14 | Terbangunnya Rumah Jumlah Rumah Unit 363 363
Khusus beserta PSU Khusus beserta Rumah
bagi Korban Bencana PSU bagi Korban
Provinsi Bencana Provinsi
15 | Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 1 1
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Sinkronisasi dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Perumahan Perumahan




Koordinasi dan

Sinkronisasi Penerbitan

Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi

Sertifikasi dan Registrasi | Penerbitan
Pengembang Sertifikasi dan
Perumahan dengan Registrasi
Kualifikasi Menengah Pengembang
Perumahan
Dengan
Kualifikasi
Menengah

16 | Terlaksananya Jumlah Dokumen | Dokum 1 1
Penatausahaan Serah Serah Terima en
Terima Rumah bagi Rumah bagi
Korban Bencana Korban Bencana
Provinsi Provinsi
17 | Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 1 1

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Kepala Bidang Permukiman dengan

mengampu program kawasan permukiman dan program peningkatan prasarana sarana

dan utilitas umum (PSU).

Tabel 2.13

Perkin Esselon 3 Kepala Bidang Permukiman

Sasaran Target Target
No | Program/Kegiatan/S | Indikator Kinerja | Satuan Sebelum Setelah
ub Kegiatan Perubahan Perubahan
Sasaran Program:
1. | Terpenuhinya Luasan Kawasan Hektar 160 Ha 160 Ha
Penataan dan Kumuh yang
Peningkatan Kualitas | ditangani
Permukiman Kumuh
dengan Luasan 10
Ha s.d dibawah 15
Ha
2. | Terpenuhinya satuan | Persentase Persen 94,48 99,44
perumahan yang Satuan
dilengkapi PSU Perumahan yang
dilengkapi PSU
Sasaran Kegiatan:
1. | Tercapainya Kegiatan | Persentase Persen 100 100
Penataan Kawasan Ketercapaian
Permukiman Kumuh | Penataan
dengan Luas 10 Kawasan
(Sepuluh) Ha sampai | Permukiman
dengan di Bawah 15 | Kumuh dengan
(Lima Belas) Ha Luas 10 (Sepuluh)
Ha sampai
dengan di Bawah
15 (Lima Belas)
Ha




2. | Tercapainya Kegiatan | Persentase luasan | Persen 100 100
Peningkatan Kualitas | permukiman
Kawasan kumuh yang
Permukiman Kumuh | ditangani
dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai
dengan di Bawah 15
(Lima Belas) Ha
3. | Tercapainya Kegiatan | Persentase Persen 100 100
Urusan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan PSU Permukiman
PSU Permukiman
Sasatan Sub Kegiatan:
1. | Tersusun/Tereview/Te | Jumlah Dokumen | Dokume 1 1
rlegalisasinya Kebijakan Bidang n
Kebijakan Bidang PKP yang
PKP Tersusun/Tereview
| Terlegalisasi
2. | Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 1 1
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Sinkronisasi dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Kawasan Kawasan
Permukiman Permukiman
3. | Terlaksananya Jumlah Rumah Unit 26 26
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rumah
Tidak Layak Huni dalam Kawasan
dalam Kawasan Permukiman
Permukiman dengan | dengan Luas 10
Luas 10 (Sepuluh) Ha | (Sepuluh) Ha
sampai dengan di sampai dengan di
Bawah 15 (Lima Bawah 15 (Lima
Belas) Ha Belas) Ha yang
Diperbaiki
4. | Terlaksananya Luas Permukiman Ha 22,06 2,3
Pemugaran Kawasan | Kumuh Dengan
Permukiman Kumuh | Luas 10 (Sepuluh)
dengan Luas 10 Ha sampai
(Sepuluh) Ha sampai | dengan di Bawah
dengan di Bawah 15 | 15 (Lima Belas)
(Lima Belas) Ha Ha yang Dipugar
5. | Tersusunnya Jumlah Dokumen | Dokume 6 6
Dokumen Perencanaan n
Perencanaan Penyediaan PSU
Penyediaan PSU Permukiman
Permukiman
6. | Tersedianya Jumlah Lokasi Lokasi 1.483 1.872

Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum di
Permukiman yang
Menunjang Fungsi
Permukiman

Permukiman yang
Disediakan
Prasarana,
Sarana, dan
Utilitas Umum
yang Menunjang




Fungsi

Permukiman
7. | Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 226 282
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Sinkronisasi dalam dan Sinkronisasi
rangka Penyediaan Dalam Rangka
Prasarana, Sarana, Penyediaan
dan Utilitas Umum Prasarana,
Permukiman Sarana, dan
Utilitas Umum
Permukiman
8. | Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 1 1

Verifikasi dan
Penyerahan PSU
Permukiman dari
Pengembang

Hasil Serah
Terima PSU
Permukiman yang
Terverifikasi dari
Pengembang

Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 3 yaitu Kepala Bidang Pertanahan dengan

mengampu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program

Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah

Absentee Serta Program Penatagunaan Tanah.
Tabel 2.14

Perkin Esselon 3 Kepala Bidang Pertanahan

penggunaan tanah
yang hamparannya
lintas daerah
kabupaten/kota

penggunaan tanah
yang
hamparannya
lintas daerah
kabupaten/kota

Sasaran Target Target
No | Program/Kegiatan/S | Indikator Kinerja Satuan Sebelum Setelah
ub Kegiatan Perubahan | Perubahan
Sasaran Program:
1. | Optimalisasi Persentase Persen 100 100
pengadaan tanah pengadaan tanah
untuk kepentingan untuk kepentingan
umum yag selesai umum yang
tepat waktu selesai tepat
waktu
2. | Optimalisasi Persentase Persen 100 100
redistribusi tanah dan | redistribusi tanah
ganti kerugian tanah | dan ganti kerugian
kelebihan maksimum | tanah kelebihan
dan tanah absentee maksimum dan
tanah absentee
3. | Optimalisasi Persentase Persen 100 100

Sasaran Kegiatan:




1. | Tercapainya Kegiatan | Persentase Persen 100 100
Penetapan Lokasi Ketercapaian
Pengadaan Tanah penetapan lokasi
untuk Kepentingan pengadaan tanah
Umum di Wilayah
Provinsi
2. | Tercapainya Kegiatan | Persentase Persen 100 100
Penetapan Subyek Ketercapaian
dan Obyek Penetapan Subyek
Redistribusi Tanah dan Obyek
Lintas Daerah Redistribusi Tanah
Kabupaten/Kota Lintas Daerah
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Daerah Provinsi dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
3. | Tercapainya Kegiatan | Persentase Persen 100 100
Perencanaan Ketercapaian
Penggunaan Tanah perencanaan
yang Hamparannya penggunaan tanah
Lintas Daerah yang haparannya
Kabupaten/Kota lintas daerah
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Daerah Provinsi dalam 1 (satu)
daerah Provinsi
Sub Sasaran Kegiatan:
1. | Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 1 1
Pemberitahuan, Pemberitahuan,
Pendataan Awal Pendataan Awal
Lokasi, Konsultasi Lokasi, Konsultasi
Publik Rencana Publik Rencana
Pembangunan dan Pembangunan dan
Penetapan Lokasi Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan untuk Kepentingan
Umum Umum
2. | Terlaksananya Jumlah Berita Berita 1 1
Koordinasi, Acara Acara
Sinkronisasi, Fasilitasi | Pelaksanaan
dan Kerja Sama Rapat Koordinasi
Penataan Akses Penataan Akses
dalam rangka dalam rangka
Reforma Agraria Reforma Agraria.
dalam 1 (satu)
Provinsi.
3. | Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 1 1
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi

Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah
Kewenangan Provinsi

Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah
Kewenangan
Provinsi




Berikut adalah perjanjian kinerja Esselon 4 yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.

Tabel 2.15

Perkin Esselon 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sasaran Target Target
No | Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Sebelum Setelah
/Sub Kegiatan Perubahan | Perubahan
Sasaran Kegiatan:
1 | Tercapainya Persentase Persen 100 100
Kegiatan Ketercapaian kegiatan
Administrasi Administrasi Barang
Barang Milik Milik Daerah pada
Daerah pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
yang tepat waktu
2 | Tercapainya Persentase Persen 100 100
Kegiatan ketercapaian
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian perangkat
perangkat daerah daerah
3 | Tercapainya Persentase Persen 100 100
Kegiatan ketercapaian
Administrasi Umum | Administrasi Umum
perangkat daerah perangkat daerah
4 | Tercapainya Persentase Persen 100 100
Kegiatan Ketercapaian
Pengadaan Barang | Pengadaan Barang
Milik Daerah Milik Daerah Penunjang
Penunjang Urusan | Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah | Daerah
5 | Tercapainya Persentase tersusunya Persen 100 100
Kegiatan laporan jasa penunjang
Penyediaan Jasa urusan pemerinthan
Penunjang Urusan | daerah
Pemerintahan
Daerah
6 | Tercapainya Persentase Persen 100 100
Kegiatan Ketercapaian
Pemeliharaan Pemeliharaan Barang
Barang Milik Milik Daerah Penunjang
Daerah Penunjang | Urusan Pemerintahan
Urusan Daerah
Pemerintahan
Daerah
Sasaran Sub Kegiatan:
1 | Tersedianya Jumlah Rencana Dokume 2 2
Rencana Kebutuhan Barang Milik n

Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

Daerah SKPD




Sasaran Target Target
No | Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Sebelum Setelah
/Sub Kegiatan Perubahan | Perubahan
2 | Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokume 1 1
Pengamanan Pengamanan Barang n
Barang Milik Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD
3 | Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Laporan 1 1
Laporan Hasil Penilaian Barang Milik
Penilaian Barang Daerah dan Hasil
Milik Daerah dan Koordinasi Penilaian
Hasil Koordinasi Barang Milik Daerah
Penilaian Barang SKPD
Milik Daerah SKPD
4 | Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 1 1
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Penyusunan Laporan
Laporan Barang Barang Milik Daerah
Milik Daerah pada pada SKPD
SKPD
5 | Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 1 1
Penatausahaan Penatausahaan Barang
Barang Milik Milik Daerah pada
Daerah pada SKPD | SKPD
6 | Tersedianya Jumlah Paket Pakaian Paket 4 4
Pakaian Dinas Dinas Beserta Atribut
Beserta Atribut Kelengkapan
Kelengkapan
7 | Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokume 1 1
Pendataan dan Pendataan dan n
Pengolahan Pengolahan
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
8 | Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil | Dokume 1 1
Koordinasi dan Koordinasi dan n
Pelaksanaaan Pelaksanaaan Sistem
Sistem Informasi Informasi Kepegawaian
Kepegawaian
9 | Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokume 2 2
Monitoring, Monitoring, Evaluasi, n
Evaluasi dan dan Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja Pegawai
Pegawai
10 | Terlaksananya Jumlah Pegawai Orang 10 8
Pendidikan dan Berdasarkan Tugas dan
Pelatihan Pegawai | Fungsi yang Mengikuti
Berdasarkan Tugas | Pendidikan dan
dan Fungsi Pelatihan
11 | Tersedianya Jumlah Paket Paket 4 4

Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan




Sasaran Target Target
No | Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Sebelum Setelah
/Sub Kegiatan Perubahan | Perubahan
12 | Tersedianya Jumlah Paket Peralatan Paket 10 13
Peralatan dan dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Kantor
13 | Tersedianya Bahan | Jumlah Paket Bahan Paket 1 1
Logistik Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
14 | Tersedianya Jumlah Paket Barang Paket 2 3
Barang Cetakan Cetakan dan
dan Penggandaan | Penggandaan yang
Disediakan
15 | Tersedianya Bahan | Jumlah Dokumen Dokume 1 1
Bacaan dan Bahan Bacaan dan n
Peraturan Peraturan Perundang-
Perundang- Undangan yang
Undangan Disediakan
16 | Tersedianya Jumlah Paket Paket 156 206
Bahan/Material Bahan/Material yang
Disediakan
17 | Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 1 1
Fasilitasi Fasilitasi Kunjungan
Kunjungan Tamu Tamu
18 | Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 1 1
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat
Rapat Koordinasi Koordinasi dan
dan Konsultasi Konsultasi SKPD
SKPD
19 | Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokume 1 1
Penatausahaan Penatausahaan Arsip n
Arsip Dinamis pada | Dinamis pada SKPD
SKPD
20 | Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokume 1 1
Dukungan Dukungan Pelaksanaan n
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Sistem Berbasis Elektronik
Pemerintahan pada SKPD
Berbasis Elektronik
pada SKPD
21 | Tersedianya Jumlah Unit Peralatan Unit 6 17
Peralatan dan dan Mesin Lainnya yang
Mesin Lainnya Disediakan
22 | Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 12 12
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat
Surat Menyurat Menyurat
23 | Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Laporan 12 12

Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan




Sasaran Target Target
No | Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Sebelum Setelah
/Sub Kegiatan Perubahan | Perubahan
24 | Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Laporan 12 12
Peralatan dan Penyediaan Jasa
Perlengkapan Peralatan dan
Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
25 | Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Laporan 12 12
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
26 | Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan Unit 5 5
Pemeliharaan, Perorangan Dinas atau
Biasa Kendaraan Dinas
Pemeliharaan dan | Jabatan yang Dipelihara
Pajak Kendaraan dan Dibayarkan
Perorangan Dinas Pajaknya
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
27 | Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan Unit 71 70
Pemeliharaan, Dinas Operasional atau
Biaya Lapangan yang
Pemeliharaan, Dipelihara dan
Pajak dan Dibayarkan Pajak dan
Perizinan Perizinannya
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
29 | Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Unit 392 282
Pemeliharaan Mesin Lainnya yang
Peralatan dan Dipelihara
Mesin Lainnya
30 | Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor Unit 1 1
Pemeliharaan/Reh | dan Bangunan Lainnya
abilitasi Gedung yang
Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
31 | Terlaksananya Jumlah Sarana dan Unit 1 1

Pemeliharaan/Reh
abilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi




Bab Il

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum
atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam
melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten Provinsi Banten selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan
kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Provinsi Banten yang
dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan
sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dalam laporan ini, Dinas Perkim Provinsi Banten dapat memberikan gambaran penilaian
tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja
kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator
kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana
Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten



3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja organisasi sesuai dengan indikator kinerja utama dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemrukiman Tahun 2024

Target 2024
No Sasaran Indikator Kinerja Utama (PK Realisasi | Capaian
Perubahan)
1 Meningkatnya Cakupan lingkungan 99,44 99,32 99,88
kualitas rumah, permukiman yang sehat
penataan dan aman yang didukung
kawasan dengan PSU
2 permukiman Persentase Rumah 77 77 100
yang layak dan Tangga yang Menghuni
tata kelola Rumah Layak dan
pertanahan Terjangkau
3 Luasan Permukiman 160 130,70 122.42
Kumuh
4 Persentase Pemenuhan 100 100 100
Sub Urusan Pertanahan
5 Meningkatnya | Capaian SAKIP Perangkat 70-80 78,65 112,36

Akuntabilitas
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan

Daerah

Uraian penjelasan dan analisis capaian pada tabel:

1.

Indikator Nilai SAKIP ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 70 (B) sedangkan hasil

Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Tahun 2023 yang di evalusi pada tahun 2024 dengan Nilai
78.65

Luasan permukiman kumuh melebihi target IKU dengan kategori Istimewa, hal

tersebut dikarenakan pada target luasan kumuh tahun 2024 melebihi target pada IKU

tahun 2024, sehingga mempengaruhi pencapaiannya. Kawasan kumuh merupakan

program dan kegiatan yang menjadi prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2024,

selain itu adanya dorongan dari Kabupaten/Kota untuk segera dilaksanakan.

Perhitungan capaian Luasan Kawasan Kumuh semakin bertambah tahun Semakin




menurun. Hasil pencapaian indikator tersebut yaitu peningakatan kualitas Kawasan
kumuh keweanangan provinsi 10 sd. Dibawah 15 Ha seluas 130,70 Ha dari target
seluas 160 Ha.

3. Presentase rumah tangga yang menghuni rumab layak dan terjangkau pada tahun
2024 sebesar 77% dan realisasi sebesar 77% dalam katerori sangat baik. Adapun
yang mendukung pencapaian terhadap indikator ini yairu pembangunan rumah
korban bencana dengan target 273 unit rumah layak huni yang ditangani provinsi,
218 pembangunan rumah korban bencana, 26 peningkatan rumah layak huni di
Kawasan kumuh dan 29 unti pembangunan rumah bagi masyarakat miskin.

4. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
dengan target 99,44% dan realisasi sebesar 99,32% dengan kategori sangat baik.
Adapun yang mendukung pencapaian terhadap indiKator ini adalah
pembangunan/peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum di 7
Kab/Kota sebanyak 1863 lokasi dari target 1872 lokasi

5. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan denga target sebesar 100% dan
realisasi sebesar 100% dengan kategori sangat baik. Adapun yang mendukung
pencapaian terhadap indicator ini adalah penatapan lokasi sebnyak 5 lokasi yang
merupakan usulan baru dan perpanjangan yang ditetapkan dalam SK Gubernur

tentang Penetapan Lokasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja sebagai berikut:

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah dapat
melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 2 (dua)
sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya telah mencapai kinerja yang
diharapkan dengan kategori sangat baik. Rata-Rata tingkat capaian kinerja
sasaran untuk tahun 2024 mencapai nilai di atas 90% bahkan terdapat capaian di
atas 100%.
A. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelenggaraan Pemerintahan
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Capaian kinerja sasaran 1 tahun 2024 dengan indikator Capaian SAKIP

Perangkat Daerah. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi diambil



dari data nilai SAKIP Tahun 2024 karena nilai SAKIP tahun 2024 belum
ditetapkan. Adapun uraiannya sebagai berikut:
a. Indikator Capaian Nilai SAKIP ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 70 (B)

dan realiasi sebesar 78,65 (B) atau mencapai sebesar 112,36 % setelah

normalisasi capaian (nilainya < 110) serta setelah dikoreksi 15% (kategori

nilai SAKIP (B) maka koreksinya 15%)., sehingga inikator Capaian SAKIP
PD dengan kategori Baik.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sasaran 1

dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Pemerintahan

Tahun 2024
INDIKATOR TAHUN 2024
No.|  SASARAN KINERJA | SATUAN I'TARGET | REALISASI | CAPAIAN
1 Meningkatnya Capaian Nilai 70-80 78,75 112,36
Akuntabilitas SAKIP
Pengelenggara | Perangkat
an Daerah

B. Sasaran : Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman

yang layak dan tata kelola pertanahan

Capaian kinerja sasaran 2 tahun 2024 pada 4 indikator yaitu Luasan

permukiman kumuh, Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak

dan terjangkau, Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang

didukung dengan PSU dan Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sasaran 1 dapat

dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Tahun 2024
Target 2024
No Sasaran Indikator Kinerja Utama (PK Realisasi | Capaian
Perubahan)
1 Meningkatnya Cakupan lingkungan 99,44 99,32 99,88

kualitas rumah,
penataan
kawasan

permukiman yang sehat
dan aman yang didukung
dengan PSU




2 permukiman Persentase Rumah 77 77 100

yang layak dan Tangga yang Menghuni

tata kelola Rumah Layak dan
pertanahan Terjangkau
3 Luasan Permukiman 160 130,70 122.42
Kumuh
4 Persentase Pemenuhan 100 100 100

Sub Urusan Pertanahan

Sasaran 2 terdapat 4 indikator sasaran, setiap indicator sasaran dapat

dijelaskan dibawah ini:

1.

Luasan permukiman kumuh, berdasarkan renstra 2023-2026 bahwa
indikator luasan permukiman kumuh target sampai dengan tahun 2024
seluas 160 Ha, dengan realisasi pada tahun 2024 sleuas 2,3 Ha, sedangkan
realisasi sampai dengan tahun 2024 seluas 130,70 Ha. Capaian indikator
sasaran Luasan Permukiman Kumuh dengan rumus sebagai berikut:
= Luas kawasan kumuh yang ditata
342,56-(100,14+109,42+2.3) = 130,70 Ha (Sisa luasan kumuh sampai
dengan akhir perubahan Renstra tahun 2023-2026).

Tabel 3.4

Perhitungan target dan realisasi indikator kinerja

luasan kawasan kumuh yang ditangani

TARGET RENSTRA Ef_ﬁlsl\'f 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
TargetRenstraPer | 5/, 5o | 24| 219| 160| 64.89 0
Tahun

Target Sub Kegiatan 78.56 | 44.94 | 59.05| 95.12 | 64.89
Per Tahun

Realisasi Sub
Kegiatan Per Tahun
Realisasi Renstra
Per Tahun
(Pengurangan
Capaian)

100.14 | 109.42 2.3 | 130.70 0

242.42 | 133.00 | 130.70 0.00 | 0.00

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun
2023-2026 diampu oleh Program Kawasan Permukiman dengan indikator
programnya adalah Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani dimana

realisasinya sampai tahun 2024 adalah :



= Luas kawasan kumuh yang ditangani

=130,70 Ha

Indikator Sasaran dan indikator program baik target maupun realisasinya

sama. Indikator-indikator tersebut terjadi pengurangan target kinerja

dikarenakan adanya efesiensi anggaran pada saat anggaran perubahan.

Anggaran murni sebesar Rp. 8.637.818.653 dengan target seluas 22,06 Ha,

setelah efesiensi menjadi Rp. 6.733.775.274 dengan target kinerja seluas

2,3 Ha.

1) Kegiatan pengampu Program Kawasan Permukiman adalah:
1.1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10

(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha,
dengan target kinerja sebesar 6 Dokumen, terealisasi sebesar 5

Dokumen.
5
3 x 100 = 83,33%

1.2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha,
dengan target kinerja sebesar 100,00%, terealisasi sebesar
100,00%.

100
100

x100 =100,00%

Presentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan
terjangkau, dengan target kinerja 77%, rumus perhitungan:

= (Jumlah rumah layak huni yang ditangani oleh Provinsi)/(Jumlah rumah
tidak layak huni yang menjadi kewenangan Provinsi) x 100%

_273- (273-273) oo
= 273 X 0= 0

S 100 = 100%
= X = 0

Penjelasan perhitungan:



Target kinerja indikator Presentase rumah tangga yang menghuni rumah
layak dan terjangkau berdasarkan Renstra 2023-2026 sampai akhir tahun
adalah 531 unit rumah sedangkan target sampai dengan tahun 2024 adalah
218 unit rumah korban bencana dan 26 unit rumah layak huni di kawasan
kumuh, serta rumah bagi masyarakat di daerah kemiskinan adaah 29 unit,
sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

=218+ 26 + 29

= 273 unit rumah layak huni yang ditangani provinsi

Realisasi tahun 2023 = 387 Unit rumah
Rumah korban Bencana 2024 = 218 unit rumah

26 unit rumah

Rumah layak huni di Kawasan kumuh 2024

Rumah bagi masyarakat di daerah kemiskinan 2024 29 unit rumah

Realisasi rumah layak huni keweanagan provnsi = 273 unit rumah

Berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten Tahun 2023-2026 diampu oleh Program Pengembangan
Perumahan dengan indikator programnya adalah Presentase rumah
tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau dimana rumus

perhitungannya:

= (Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani)/(Jumlah total

rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani) x 100

_ 62,34 100 = 100, 00%
T 62,34 X0 T 000N

Target telah tercapai

Penjelasan:

Targe kinerja = 100/531*100% = 18,83%

Target DPA tahun 2022 = 131/531*100% = 24,67%
Target s.d tahun 2023 = 18,83% + 24,67% = 43,50%
Target s.d tahun 2024 =



ket: 131 Target tahun 2022

100 target tahun 2023
218 target tahun 2024
531 base line selama 5 thn (2022-2026)

Realisasi kinerja = 120/531*100% = 22,607 %
Target DPA (sesuai resntra) tahun 2022 = 131/531*100% = 24,67%
Realisasi s.d tahun 2023 = 22,60%+24,67% = 47,27%

ket: 120 realisasi tahun 2023

531 Base line selama 5 thn (2022-2026)

Kegiatan pengampu program Pengembangan Perumahan adalah:

1)

2)

3)

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
atau Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sebesar 6

Dokumen, terealisasi sebesar 6 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan dapat dihitung sebagai berikut :

6
2 X 100 = 100,00%

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, dengan target

kinerja sebesar 50 Orang, terealisasi sebesar 50 Orang.

Adapun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai
berikut :

>0 100 = 100,00%
50 < on o ToeRee

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sebesar 100,00%,

terealisasi sebesar 100,00%.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV terebut

dapat dihitung sebagai berikut:

100
100

x 100 = 100,00%



1. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, pekerjaan
pembangunan rumah bencana sebanyak 120 unit rumah
2. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi

Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

4) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau
Relokasi Program Provinsi, dengan target kinerja sebesar 1 Laporan,
sementara hasil verifikasi SAKIP terealisasi sebesar 1 Laporan.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV terebut

dapat dihitung sebagai berikut:

1
= X 100 = 100,00%

Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang
didukung dengan PSU dengan target kinerja 99,44%, rumus

perhitungan:

= (Jumlah penyediaan PSU permukiman pada Tahun n yang ditangani oleh
Provinsi)/(Jumlah rencana penyediaan PSU permukiman pada Tahun n

yang ditangani oleh Provinsi) x 100

_ 9944 100 = 99, 88%
T 9932 X 0 T 7HOEN

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun

2023-2026 diampu oleh program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas dengan
indikator programnya adalah Persentase penyediaan prasarana
sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman dimana rumus

perhitungannya:

= (Jumlah penyediaan PSU Permukiman/

Total jumlah penyediaan PSU) x 100



_ 1863 @ 100 = 99,329
T g7z XUV T 74N

2. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi,
Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman dengan indikator programnya adalah Persentase
Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan

Menengah dimana rumus perhitungannya

= Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan penerbitan sertifikasi

1
=71 X 100 =100,00%

Kegiatan pengampu program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan
Utilitas adalah:

2.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan target kinerja
sebesar 100,00%, terealisasi sebesar 99,32%.
Adpun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai
berikut:

99,32
100

x 100 =99,32%

Kegiatan pengampu Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi,
Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman adalah:

2.2 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang
Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat
Kemampuan Menengah dengan target kinerja sebesar 1 Laporan,
terealisasi sebesar 1 Laporan.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai

berikut:



1
Eh 100 = 100,00%

Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan dengan target kinerja
100% rumus perhitungan:

= (jumlah presentase hasil pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti
rugi tanah + penggunaan tanah di tahun N) / (total presentase hasil
pengadaan tanah + redistribusi tanah dan ganti rugi tanah + penggunaan

tanah)

_ 100+100+100 o o
~ 100+ 100 + 100 0 T T U

Indikator sasaran tersebut diatas, sesuai dengan Renstra Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun
2023-2026 diampu oleh:

1. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan
indikator programnya adalah Persentase Sertifikasi dan Registrasi
bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah dimana rumus
perhitungannya:
= Persentase hasil pengadaan tanah
=100%

Kegiatan pengampu Program Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum adalah:

Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum Di Wilayah Provinsi dengan target kinerja sebesar 1 Dokumen,

terealisasi sebesar 1 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai
berikut:

1
1% 100 = 100,00%

2. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
Maksimum Dan Tanah Absentee dengan indikator programnya adalah
Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan

maksimum dan tanah absentee dimana rumus perhitungannya:



= Persentase hasil redistribusi tanah dan ganti rugi tanah
=100%

Kegiatan pengampu Program Redistribusi Tanah Dan Ganti
Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

adalah:

Kegiatan Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas
Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target

kinerja sebesar 2 Dokumen, terealisasi sebesar 2 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai
berikut:

2
R 100 = 100,00%

3. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator programnya adalah
Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah
kabupaten/kota, dimana rumus perhitungannya:

= Persentase hasil penggunanaan tanah
=100%

Kegiatan pengampu Program Program Penatagunaan Tanah

adalah:

Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan target
kinerja sebesar 2 Dokumen, sementara hasil verifikasi SAKIP terealisasi

sebesar 2 Dokumen.

Adpun hasil capaian kinerja kegiatan terebut dapat dihitung sebagai
berikut:

2
R 100 = 100,00%



3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan
tahun 2023 dan 2024
1) Realisasi dan Capaian kinerja sasaran 1 untuk tahun 2024 pada 2 indikator
diuraikan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Nilai Sakip, terjadi kenaikan realisasi kinerja setiap
tahunnya dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Realisasi kinerja nilai SAKIP
pada tahun 2024 sebesar 80,00 dengan capaian sebesar 99,94% (data
sementara) artinya penerapan kinerja sudah berjalan dengan sangat baik

di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan
2021 dapat dilihat pada tabel 3.5.



Tabel 3.5

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

RP_D . Realisasi s.d tahun ini (2023-2026)
Provinsi . . .
Banten Target Realisasi Capaian
No. | Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Tahun
2%3;1'5%%6 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024
awal (2021)
. Capaian SAKIP
Meningkatnya . -
- .. | (Sistem Akuntabilitas ) )
1 | Akuntabilitas Kinerja | ;0 o nstansi Nilai 70.18 g1 | 0| 79| go95 | 78.65 99.94 | 112.36
Penyelenggaraan . 80 80
Pemerintahan Pemerintah) Perangkat
Daerah
Cakupan lingkungan
permukiman yang Persen 91.7 | 99.4 99.4 | 99.32 108.41 | 99.88
sehat dan aman yang
didukung dengan PSU
Persentase Rumah
Meningkatnya Tangga yang Persen 608 | 77 776 | 77 127.49 | 100
Kualitas Rumah, Menghuni Rumah
, | Penataan Kawasan Layak dan Terjangkau
Permukiman yang
Layak dan Tata AEEIERS [T Persen 88.66 76.14 85.88
Kelola Pertanahan | L@yakHuni (Satuan: %)
kﬂf‘j&ﬁ Permukiman Ha 34256 |375.3| 219 | 160 | 391.60 | 133 | 130.70 | 391.60 | 133.00 | 122.42
Persentase
Pemenuhan Sub Persen 100 100 | 100 100 100 100.00 | 100
Urusan Pertanahan




3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Realisasi Kinerja Tahun 2023 yang merupakan akhir renstra dengan Target Jangka
Menengah yang Terdapat dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 3.6.



Tabel 3.6

Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2026

No. Sasaran Strategis Indikator kinerja Satuan Re;cl)'zsfS' Tza(;ggt Capaian Keterangan
Meningkatnya Capaian SAKIP (Sistem
1 Akuntabilitas Kinerja Akuntat_Jllltas Kl_nerja Nilai 70-80
Penyelenggaraan Instansi Pemerintah)
Pemerintahan Perangkat Daerah
Cakupan lingkungan
permukiman yang sehat Persen 99.32 100 99.32 Tidak Tercapai
dan aman yang didukung
dengan PSU
Meningkatnya Kualitas Persentase Rumah Tangga
Rumah, Penataan yang Menghuni Rumah Persen 77 60.9 126.65 Melebihi Target
2 | Kawasan Permukiman Layak dan Terjangkau
yang Layak dan Tata
Kelola Pertanahan i
Luasan Permukiman Ha 130.70 0 Tidak Tercapai
Kumuh
Persentase Pemenuhan .
Sub Urusan Pertanahan Persen 100 100 100 Tercapai

100




1)

Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan untuk tahun 2024 dengan indikator kinerja Capaian SAKIP
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD yaitu Nilai Sakip Dinas
Perumahan Rakyat dan Kaawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2024
adalah 80.00 (nilai sementara). Pada tahun 2023 nilai SAKIP Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebesar 78.65
turun 2,30 dari nilai SAKIP tahun 2022 yang sebesar 80.95. Jika dibandingkan
dengan target Jangka Menengah yang terdapat didalam Renstra Disperkim
Tahun 2017-2022 sampai dengan tahun 2023 capaian Nilai SAKIP Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebesar 70%.
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Rumah, Penataan Kawasan Permukiman
yang Layak dan Tata Kelola Pertanahan tahun 2024 dengan indikator:
1. Luasan permukiman kumuh,
2. Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau,
3. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung
dengan PSU dan

4. Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan

Keempat indikator kinerja tersebut sudah sesuai dari target Jangka Menengah
yang terdapat didalam Renstra Disperkim Tahun 2023-2026, ini menunjukkan
bahwa perencanaan program dan kegiatan serta penerapan SPM sudah
berjalan dengan baik sesuai target di dalam Renstra Disperkim Provinsi
Banten Tahun 2023-2026.

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat
dalam Renstra Disperkim Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada
tabel 3.6
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Renstra Disperkim Provinsi Banten Tahun 2023-2026

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPD yang Terdapat dalam

o Rata-rata
_ _ Kondisi Realisasi
No.| Sasaran Ir}i(cjlkat_or Satuan | KineriaTarget | s.d tahun
inerja RPD ini (2023-
(2023-2026) 2026)
1 | Meningkatnya | Luasan Hektar 182.51 130.70
kualitas permukiman
rumah, kumuh
2 | penataan Persentase Persen 84.68 60,83
kawasan rumah tangga
permukiman | yang
yang layak | menghuni
dan tata | rumah layak
kelola dan
pertanahan terjangkau
3 Cakupan Persen 50 99,88
lingkungan
permukiman
yang sehat
dan aman
yang
didukung
dengan PSU
4 Persentase Persen 100 100
pemenuhan
sub  urusan
pertanahan

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada):

Sasaran, Program dan Kegiatan pada Dinas Perkim Provinsi Banten yang

mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) makro adalah Indikator Kinerja Program

dan Kegiatan yang realisasi dan capainnya dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah

ini:
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Tabel 3.8

Perbandingan Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Program dan Kegiatan pada Dinas Perkim

Bidang Urusan
Prioritas Pemerintahan dan | Indikator Kinerja
No. | Nasional/Program Indikator Target Realisasi Prioritas Program Target | Realisasi
Prioritas Pembangunan (Outcome)
Daerah
1 | Prioritas Nasional:
Mengembangkan
wilayah untuk
mengurangi
kesenjangan dan
menjamin
pemerataan
Program Prioritas:
Percepatan
peningkatan
investasi KEK
Tanjung Lesung
Kegiatan Prioritas: Jumlah Perumahan dan Persentase 94.48% | 99.32%
SPALD-S Skala Pembangunan dan Kawasan penyediaan
Kota (IPLT) Rehabilitasi IPLT Permukiman prasarana sarana
(Unit) dan utilitas
(PSU)permukiman
(cek lokasi)

Program Prioritas: Jumlah daerah Perumahan dan Persentase 36.34% | 36.34%
Pemulihan Pasca yang mendapatkan Kawasan Penyediaan
bencana Daerah layanan pemulihan Permukiman Rumah Korban
Terdampak di Pasca Bencana Bencana Skala
Kawasan Pesisir Bidang Fisik Provinsi
Selat Sunda
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Bidang Urusan
Prioritas Pemerintahan dan | Indikator Kinerja
No. | Nasional/Program Indikator Target Realisasi Prioritas Program Target | Realisasi
Prioritas Pembangunan (Outcome)
Daerah
2 | Prioritas Nasional:

Memperkuat
Infrastruktur untuk
mendukung
pengembangan
ekonomi dan
pelayanan dasar
Program Prioritas:
Infrastruktur
Pelayanan Dasar
Kegiatan Prioritas : | Jumlah rumah 75.000 | 1.863 Perumahan dan Persentase 72.54% | 99.32%
Penyediaan yang dilayanai Kawasan penyediaan
prasarana sarana bantuan PSU pada Permukiman prasarana sarana
dan utilitas perumahan, dan utilitas umum
perumahan dan termasuk kawasan (PSU)
permukiman skala besar (unit) permukiman
Kegiatan Prioritas : | luasan 1.000 130.70 Perumahan dan Luasan Kawasan | 160 Ha | 130.70
Fasilitasi permukiman Kawasan Kumuh yang Ha
Penanganan kumuh yang Permukiman ditangani
Permukiman ditangani secara
Kumuh terpadu (Hektar)
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3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan

MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara
Merata dan Berkeadilan

Sasaran : Meningkatnya kualitas rumah, penataan kawasan permukiman
yang layak dan tata kelola pertanahan, dengan indikator kinerja berikut ini:

1. Persentase Rumah Tanggayang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau

Target C7T7T%
Realisasi CT7%
Capaian : 100%

Rumah tangga yang menghuni rumah layak huni dan terjangkau di Provinsi
Banten berdasarkan Renstra Dinas Perkim 2023-2026 adalah rumah bagi
korban bencana, Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, Pembangunan
Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi, rrumah bagi
relokasi program pemerintah provinsi serta peningkatan kualitas rumah tidak

layak huni di kawasan kumuh.

Tahun anggaran 2024 realisasi Persentase Rumah Tangga yang Menghuni
Rumah Layak dan Terjangkau sebesar 77% dari target sebesar 77% dengan
demikian capainnya sebesar 100% dengan target Renstra sebesar 636 unit
rumah. Dimana realisasi tahun 2024 pekerjaan pembangunan rumah korban
bagi bencana dan Rehabilitasi bagi korban bencana sebanyak 218 unit rumah,
Rumah layak huni di Kawasan kumuh sebanyak 26 unit rumah, Rumah bagi
masyarakat di daerah kemiskinan sebanyak 29 unit rumah, Pembangunan
Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi sebanyak 363 unit

rumah.

Faktor keberhasilan capaian target Rumah Tangga yang Menghuni Rumah
Layak dan Terjangkau diantaranya:
1) Adanya kesepakatan data (By Name By Addres) penerima bantuan rumah

korban bencana, relokasi program pemerintah, rumah bagi masyarakat

105



miskin dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah
berjalan dengan baik yang diusulkan oleh Dinas Perkim Kabupaten/Kota
Tersedianya data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrim yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan (TKP2K) Provinsi Banten
Pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni yang telah ditangani
sebanyak 218 unit teridiri atas 176 unit terbangun 42 unit terehab. Rumah
layak huni yang telah ditangani di Kabupaten Pandeglang yaitu di
Kecamatan Cimanggu sebanyak 1 unit, Kecamatan Sukaresmi sebanyak
3 unit; Kecamatam Cikeusik sebanyak 1 unit; Kecamatan Cigeulis
sebanyak 8 unit; Kecamatan Jiput sebanyak 1 unit; Kecamatan
Mandalawangi sebanyak 3 unit; Kecamatan Saketi sebanyak 6 unit;
Kecamatan Kadu Hejo sebanyak 8 unit; Kecamatan Mekar Jaya sebanyak
4 unit; Kecamatan Banjar sebanyak 1 unit; Kecamatan Cimanuk sebanyak
4 unit; Kecamatan Menes 7 unit; Kota Serang di Kecamatan Kasemen
sebanyak 10 unit; Kecamatan Cipocok Jaya sebanyak 1 unit; Kecamatan
Serang sebanyak 2 unit; Kecamatan Curug sebanyak 1 unit; Kabupaten
Lebak di Kecamatan Warunggunung sebanyak 1 unit; Kecamatan Cikulur
sebanyak 1 unit; Kecamatan Cimarga sebanyak 1 unit; Kecamatan Cileles
sebanyak 3 unit; Kecamatan Rangkasbitung sebanyak 14 unit; Kecamatan
Muncang sebanyak 53 unit; Kabupaten Serang di Kecamatan Cinangka
sebanyak 2 unit; Kecamatan Pontang sebanyak 1 unit; Kecamatan
Tirtayasa sebanyak 1 unit; Kecamatan Mancak sebanyak 5 unit;
Kecamatan Anyer sebanyak 33 unit. Sedangkan rumah layk huni yang
telah direhab sebnayak 42 unit di Kabupaten Lebak sebanyak 21 unit da
Kota Serang sebanyak 1 unit

Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sebanyak 29 unit
berdasarkan data P3KE yaitu pada desil 1

Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 26 unit berdasarkan
SK Kumuh Kabupaten/Kota

Program yang mengampu indikator sasaran Persentase Rumah Tangga yang

Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau yaitu Program Pengembangan
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Perumahan. Beberapa upaya dalam peningkatan capaian rumah tangga yang

menghuni rumah layak dan terjangkau, diantaranya:

1) Mitigasi terhadap daerah rawan bencana maupun daerah terdampak
bencana di daerah rawan bencana provinsi

2) Pemberian bantuan rumah berupa RISHA (Rumah Instan Sehat
Sederhana) yang didesain untuk rumah tahan gempa dimana metode
pembangunan rumah dengan teknologi pracetak atau precast, sehingga
bisa dibangun lebih cepat dan aman bagi daerah rawan bencana

3) Fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana
maupun daerah dampak bencana dan rumah aman di daerah rawan
bencana

4) Pengupayaan penggunaan teknologi lainnya selain RISHA seperti
RUSPIN selain aman juga dengan harga yang lebih murah

5) Meningkatkan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan bagi pegawai
maupun tukang yang mencetak RISHA dengan tenaga ahli dari PUSKIM
Bandung, peserta pelatihan diberikan sertifikat dan bekerja di Workshop
yang dimiliki oleh Dinas Perkim Provinsi Banten

6) Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dengan
kepemilikan rumah hak milik

7) Pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasiln rendah (MBR)
dalam upaya kepemilikan rumah tinggal dengan memberikan bantuan
pembangunan/peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) di
perumahan pengembang

8) Pemberian bantuan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) bagi

masyarakat di Kawasan hunian tetap

. Luasan Permukiman Kumuh

Target : 160 Hektar
Realisasi : 130.60 Hektar
Capaian : 118,31 %
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Perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai Renstra 2023-2026 yang
ditangani berdasarkan hasil delineasi kawasan permukiman kumuh,
selanjutnya di verifikasi oleh tim gabungan dari pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota. Hasil verifikasi dituangkan damal beriata acara hasil
kesepakatan dan dituangkan Kembali dalam SK Kumuh Bupati/Walikota.
Terdapat 7 (tujuh) indikator kekumuhan yang akan ditangani yaitu aspek
keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase permukiman, sanitasi, air
bersih, proteksi kebakaran, dan persampahan. Setiap lokasi kumuh indikator

kekumuhannya berbeda tergantung kebutuhan daerah masing-masing.

Pada tahun 2024, indikator luasan permukiman kumuh target sampai dengan
tahun 2024 seluas 160 Ha, dengan realisasi pada tahun 2024 sleuas 2,3 Ha,
sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2024 seluas 130,70 Ha. Capaian
indikator sasaran Luasan Permukiman Kumuh dihitung dari pengurangan
target renstra yang dikurangi realisasi setiap tahunnya vyaitu 342,56-
(100,14+109,42+2.3) = 130,70 Ha (capain luasan kumuh sampai dengan akhir
perubahan Renstra tahun 2023-2026). Dari hasil capaian sampai dengan
tahun 2023 terdapat sisa luasan Kawasan kumuh yang harus ditangani yaitu
67.43 Ha dan menjadi target tahun 2025.

Faktor keberhasilan capaian target luasan kawasan kumuh diantaranya:

1) Fasilitasi rapat koordinasi rancangan peraturan daerah tentang rencana
pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan
permukiman tahun 2024-2044

2) Penyediaan data perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
tertuang dalam SK Kumuh Kabupaten/Kota yang akan ditangani baik oleh
provinsi banten maupun kolaburasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat

3) Pelaksanaan verifikasi data Kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Tim
Verifikasi dari BPPW, Dinas Perkim Provinsi Banten dan Dinas Perkim
Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan
Kawasan Kumuh

4) Fasilitasi kesepakatan penetapan lokasi Kawasan kumuh di Provinsi
Banten antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
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5) Penyusunan dokumen perencanaan (DED) Kawasan Kumuh sebagai

dasar pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanaan

Program yang menganpu indikator sasaran luasan kawasan kumuh yaitu
Program Kawasan Permukiman. Beberapa upaya dalam peningkatan capaian

rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau, diantaranya:

1) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan
dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman tahun 2024-
2044

2) Peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan indikator kekumuhan Jalan
Lingkungan di Desa Curug panjang Kec. Cikulur Kab. Lebak dan Desa
Sangiangjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak seluas 2,3 Ha

3) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kawasan kumuh sebanyak
26 unit rumah

4) Pengawasan teknis rumah layak huni Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga,

Kabupaten Lebak

. Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung
dengan PSU

Target : 99.44%
Realisasi : 99.32%
Capaian : 99,88%

Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung
dengan PSU sesuai renstra 2023-2026 merupakan peningkatan kualitas
melalui prasarana jalan lingkungan, drainase lingkungan, MCK Komunal dan
Gedung Serba Guna. Pembangunan/Peningkatan kualitas PSU di wilayah
permukiman umum dan perumahan pengembang. Selain PSU pada indikator
ini juga dilaksanakan Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat
Kemampuan Menengah, namun sertifkasi bagi pengembang belum dapat
dilaksanakan dikarenakan regulasi terkait hal tersebut masih dalam proses

revisi.
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Pada tahun 2024, realisasi indikator Cakupan lingkungan permukiman yang
sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 99,32% dari target
sebesar 99,44% sehingga capaian sebesar 99,88%. Dimana jalan lingkungan
sebanyak 1484 lokasi. drainase lingkungan sebanyak 332 unit. Gedung Serba
Guna sebanyak 32 unit dan MCK sebanyak 23 unit, sehingga secara
keseluruhan 1863 lokasi. Dari realisasi sebanyak 1863 lokasi dengan target
sebanyak 1872 lokasi, namun terdapat 9 lokasi yang tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan waktunya tidak mencukupi karena merupakan target tambahan
pada perubahan 2024.

Faktor keberhasilan capaian target Cakupan lingkungan permukiman yang

sehat dan aman yang didukung dengan PSU diantaranya:

1) Penyediaan data lokasi prasarana sarana dan utilitas umum permukiman
yang menjadi base line yang akan dilaksanakan

2) Pelaksanaan verifikasi dan validasi data lokasi yang diusulkan melalui
Dinas Perkim

3) Penyusunan dokumen perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum
(PSU) permukiman sebagai dasar dalam pelaksanaan fisik

4) Peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum di permukiman umum

dan perumahan pengembang, terutama bagi daerah

Terdapat 2 (dua) Program yang menganpu indikator sasaran Cakupan
lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan
Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukima. Beberapa upaya
dalam peningkatan capaian rumah tangga yang menghuni rumah layak dan
terjangkau, diantaranya:
1) Mengadakan rekon data PSU Permukiman untuk memantapkan
keakuratan data sehingga ketika nantinya dilakukan pelaksanaan

konstruksi tidak terjadi kesalahan lokasi pekerjaan;
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2) Memverifikasi dan memvalidasi usulan data lokasi prasarana sarana dan
utilitas umum permukiman yang disampaikan ke Dinas Perkim yang
dilakukan oleh Tim Veriifkasi dan Validasi Dinas Perkim;

3) Mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi pendataan berbasis online
sebagai tools dalam monitoring dan evaluasi pekerjaan peningkatan
kualitas prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;

4) Terlaksananya peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum di
wilayah Kota Tangerang sebanyak 129 lokasi, Kabupaten Tangerang
sebanyak 487 lokasi, Kota Tangerang Selatan sebanyak 123 lokasi, Kota
Cilegon sebanyak 2 lokasi, Kota Serang 171 Lokasi, Kabupaten serang
sebanyak 376 Lokasi, Kabupaten Pandeglang sebanyak 324 lokasi dan
Kabupaten Lebak sebanyak 251 lokasi, Dengan demikian untuk Se-
Provinsi Banten sebanyak 1863 lokasi;

5) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Ditjen. Penyediaan Infrastruktur,
Kementrian PUPR selaku pengelola aplikasi SIRENG sebagai tools dalam

melaksanakan pengawasan terhadap pengembang perumahan.

. Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan

Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%

Pada pemenuhan Sub Urusan Pertanahan yang ditetapkan dalam renstra
2023-2026 terdapat 3 (tiga) program yaitu Program Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum, Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dan Program Penatagunaan
Tanah. Dalam program pengadaan tanah untuk kepentingan umum

dilaksanakan penetapan lokasi pengadaan lahan = 5 Hektar.

Faktor keberhasilan capaian target Persentase Pemenuhan Sub Urusan

Pertanahan diantaranya:

1) Penyusunan dokumen perencanaan penggunaan tanah yang

hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
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2) Penerbitan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan untuk kepentingan umum yang menjadi dasar hukum dalam
pelaksanaan penetapan lokasi pembangun untuk kepentingan umum

3) Koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan Kabupaten/Kota berjalan
dengan baik dengan Kanwil Kementrian ATR/BPN Provinsi Banten atau

yang membidangi urusan pertanahan di Kabupaten Kota

Terdapat 3 (tiga) Program yang menganpu indikator sasaran Cakupan
lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
yaitu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program
Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan
Tanah Absentee Dan Program Penatagunaan Tanah. Beberapa upaya dalam
peningkatan capaian rumah tangga yang menghuni rumah layak dan
terjangkau, diantaranya:

1) Melakukan Konsultasi Publik terkait pengadaan tanah dengan
mengundang masyarakat yang tanahnya akan mejadi lokasi
pembangunan untuk kepentingan umum;

2) Penetapan lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan bagi kepentingan
umum sebanyak 6 Penetapan Lokasi yaitu Pengadaan tanah untuk
Pembangunan Sstem Saluran Pembawa Air Baku Karian - Serpong
(KSCS), Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500
kV Cikande Beserta Outlet Transmisi Terkait, Pengadaan tanah ruas Jalan
Tol Serang — Panimbang, Pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga —
Rajeg dan Pembangunan Bendungan Karian;

3) Melakukan evaluasi terhadap masa berlaku Surat Ketetapan (SK)
penetapan lokasi baik perpanjangan atau perpanjangan kembali, sehingga

perlu diingatkan apabila akan diperpanjang Kembali.
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MISI 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik, Bersih, dan

Berwibawa

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan,

dengan indikator Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Target 1 70%
Realisasi . 78.65%
Capaian :112,36%

Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2023 yang di evaluasi pada tahun 2024 dengan Nilai
78.65.

Faktor keberhasilan Capaian SAKIP Perangkat Daerah diantaranya:

1) Kinerja telah dijabarkan (cascading) ke dalam kinerja setiap level jabatan dan
pelaksana;

2) Mengikuti Workshop Implementasi SAKIP bagi Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan kualitas
implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah;

3) Mengikuti Pelatihan Penyusunan SAKIP dalam rangka meningkatkan kualitas
laporan kinerja Perangkat Daerah beserta pendukungnya;

4) Mengikuti diklat lain yang menunjang kinerja bidang dan sekretariat;

5) Koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang-bidang terkait perencanaan,

penganggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan.

Program yang menganpu indikator sasaran Capaian SAKIP Perangkat Daerah yaitu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Beberapa upaya

dalam peningkatan Capaian SAKIP Perangkat Daerah, diantaranya:

1) Merevisi Pohon Kinerja dan cascading dengan melakukan pendampingan
oleh Tim Evaluasi Proses Bisnis (BAPPEDA Provinsi Banten);

2) Target Capaian kinerja sasaran tahun ini telah disesuaikan dengan capaian
kinerja tahun sebelumnya;

3) Melakukan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat

pekerjaan tahun sebelumnya maupun tahun berjalan secara tepat waktu;
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Melaksanakan rapat Monev rencana aksi triwulanan dipimpin oleh Kepala
Dinas dalam rangka menyampaikan dan membahas progress capaian kinerja
triwulanan dari masing-masing kepala bidang dan ketua tim kerja;
Melaksanakan rapat pengukuran SAKIP dalam rangka penyampaian capaian
SAKIP bulanan;

Menyampaikan peraturan terbaru baik aturan teknis maupun non teknis
kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Perkim;

Melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi terkait perencanaan
penganggaran program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan

permukiman, serta urusan pertanahan;

Menyampaikan laporan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tahunan

secara tepat waktu.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.9

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

No

Capaian | Penyerapan | Tingkat

Sst?z?ergins Indikator Sasaran Kinerja Anggaran Efesiensi
(%) (%) (%)
Meningkatnya Cakupan lingkungan
kualitas rumah, permukiman yang
penataan sehat dan aman yang 99.88 96.41 3.41
kawasan didukung dengan
permukiman PSU
yang layak dan Persentase Rumah
tata kelola Tangga yang
pertanahan Menghuni Rumah 100 92.08 9.92
Layak dan
Terjangkau
Luasan Permukiman |55 45 94.14 28.28
Kumuh
Persentase
Pemenuhan Sub 100 81.71 18.29

Urusan Pertanahan

Meningkatnya
Akuntabilitas
kinerja Nilai SAKIP OPD 112,36 95.20 17.16
penyelenggaraan
pemerintahan

114



KET : Capaian kinerja : raalisasi indikator / target x 100%
Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.
Tingkat efisiensi : capaian kinerja — pemyerapan anggaran

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara

Merata dan Berkeadilan

Sasaran : Meningkatnya kualitas rumah, penataan permukiman yang layak dan
tata kelola pertanahan, dengan 4 indikator yaitu 1) Luasan permukiman kumuh, 2)
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau, 3)
Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan
PSU dan 4) Persentase pemenuhan sub urusan pertanahan. Program yang
mendukung Pencapaian Sasaran tersebut Sebanyak 7 (tujuh) Program
Diantaranya Adalah 1) Program Pengembangan Perumahan Dengan Anggaran
Rp. 17.466.930.918,66,- Realisasi Anggaran Sebesar 32.432.785.829,49,-
Dengan Persentase 92,08%, 2) Program Kawasan Permukiman Dengan
Anggaran Rp.7.373.481.424,- Realisasi Anggaran Sebesar Rp.6.942.469.445,-
Dengan Persentase 94,05%, 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan
Utilitas Umum (PSU) Dengan Anggaran Rp. 399.214.476.369,- Realisasi
Anggaran Sebesar 384.881.676.610,- Dengan Persentase 96,41%, 4) Program
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Anggaran Rp. 98.711.880,-
Realisasi Anggaran Sebesar 87.256.780,- Dengan Persentase 88,40%, 5)
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Anggaran Rp.
74.000.400,- Realisasi Anggaran Sebesar 66.401.000,- Dengan Persentase
89,73%, 6) Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
Maksimum Dan Tanah Absentee Dengan Anggaran Rp. 37.840.000,- Realisasi
Anggaran Sebesar 25.800.000,- Dengan Persentase 68,18%, 7) Program
Penatagunaan Tanah dengan anggaran Rp. 34.622.680,- realisasi anggaran
sebesar 30.200.000,- dengan persentase 87,23%.

Rata rata capaian realisasi anggaran dari 8 program yang mendukung pencapaian
sasaran sebesar 98,26%. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya
tergambar bahwa Pencapaian Indikator kinerja pada Program Kawasan
Permukiman dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, yaitu

capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada
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3.1.7

persentase realisasi penggunaan anggaran. Adapun efisiensi atas penggunaan
sumber daya pada indikator Luasan Permukiman Kumuh sebesar 94.14%
sedangkan capaian kinerja sebesar 118,31%. Penghitungan capaian target luasan
permukiman kumuh setiap tahunnya yaitu dengan mengurangi target tahunan

renstra. Capaian kinerja program Kawasan permukiman melebihi target kinerjanya

Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang yang Baik,

Bersih, dan Berwibawa

Sasaran: Meningkatnya  Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dengan indikator Capaian SAKIP Perangkar Daerah

Program yang mendukung Pencapaian sasaran tersebut vyaitu Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Anggaran Rp. 30.258.432.399,-
Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 28.503.186.675,- Dengan Persentase 94,20%,
Analisis efesiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator Nilai SAKIP OPD
yaitu 17,16%. Hal tersebut dikarenakan nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemrukiman pada tahun 2023 hasil ecaluasi Inpektorat Provinsi Banten

yaitu 78.65 melebihi target yaitu 70.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja)
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan pencapaian semua
sasaran strategis sebanyak 8 program dan 19 kegiatan. Adapun pencapaian atas
kinerja dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan berikut ini:
1. Program Kawasan Permukiman
a. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10
(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan
capaian kinerja sebesar 83,33%
Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:
1) Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
(1) Pelaksanaan Rapat Penyusunan Rapergub Tentang Kriteria,
Syarat, Tata Cara dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pelaksanaan Pembangunan dan /atau Rehabilitasi Rumah Bagi
Masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan Relokasi Proses

Pemerintah Daerah
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(2) Pelaksanaan rapat penyusunan RP3KP Provinsi Banten
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

(1) Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Verifikasi SK Kumuh Kab/Kota
bersama BPPW dan Kabupaten/Kota

(2) Sosialisasi Pelaksanaan Verifikasi SK Kumuh Kab/Kota

(3) Veriifkasi pemutakhiran pendataan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di 8 Kabuaten/Kota bersama pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam berita
acara Hasil Verifikasi pemutakhiran pendataan perumahan kumuh
dan permukiman kumuh masing-masing Kabupaten/Kota

(4) Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak

50 orang peserta dari Provinsi dan Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas
10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, terealisasi
sebesar 100%.

Aktifitas kinerja yang dilaksanakan pada setiap kegiatan ini adalah:
1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan
Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah
15 (Lima Belas) Ha
(1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Verifikasi Data Penerima
Bantuan Kegia